
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI. SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 0  TA H U N  2011

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI.TENGAH,

Menimbang a .  b a h w a  da lam rangka  memaksimalkan hasi l -hasi l
pembangunan, perlu di lakukan proses perencanaan
pembangunan daerah yang mengacu pada prinsip-
prinsip tata kelola kepemerintahan yang balk;

b. b a h w a  proses perencanaan pembangunan daerah,
merupakan s i s t e m  perencanaan  pembangunan
daerah yang menyeluruh d a n  komprehensif yang'
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional;

c. b a h w a  berdasarkan per t imbangan sebagaimana
dimaksud da lam h u r u f  a  d a n  h u r u f  b ,  p e r l u
menetapkan Pera tu ran  D a e r a h  t e n t a n g  S i s t e m
Perencana.an Pembangunan Daerah;

Mengingat.
1. P a s a l  1 8  a y a t  (6)  Undang-Undang Dasar  Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang.  Nomor 1 3  Ta h u n  1 9 6 4  ten tang

Penetapan Peraturan P6merintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingka t  I  '  Sulawesi Tengah d a n  Daerah
Tingkat I  Sulawesi  Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat  I  Sulawesi Utara  -
Tengah d a n  Daerah Tingkat I  Sulawesi Selatan -
Tenggara (Lembaran Negara  Repub l i k  Indonesia
Tahun 1 9 6 4  Nomor  75)  menjad i  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1964
Nomor 94 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);



3. Undang-Undang Nomor  2 5  Ta h u n  2 0 0 4  tentang
Sistem P e r e n c a n a a n  P e m b a n g u n a n  N a s i o n a l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor  3 2  Ta h u n  2 0 0 4  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Ta h u n  2 0 0 4  N o m o r  1 2 5 ,  Ta m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik I ndones ia  Ta h u n  2 0 0 8  N o m o r  5 9 ,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor  1 7  Ta h u n  2 0 0 7  tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

6. P e r a t u r a n  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun •
2008 N o m o r  1 9 ,  Ta m b a h a n  Lembaran  Negara'
Republik Indonesia Nomor 4815);

7. P e r a t u r a n  Pemerintah Nomor 8  Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

8. P e r a t u r a n  Menteri Dalam Negeri Nomor 5 4  Tahun
2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8  Tahun 2008 tentang Tahapan, Ta ta  Cara
Penyu sunan, P e n g e n d a l i a n ,  d a n  E v a l u a s i
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
1:)77‘41=tANCITTIVANT TIAPPAT-1" P P C I I / M M T  ST FLAWF.ST  T W . N a A H



BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. D a e r a h  adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemer in tah  Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. G u b e r n u r  adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. D e w a n .  Perwakilan Rakyat .Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Organ isas i  Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah.provinsi.

6. B a d a n  Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
yang selanjutnya d i sebu t  Bappeda a d a l a h  u n s u r  perencanaan
penyelenggaraan pemer in tahan y a n g  melaksanakan t u g a s  d a n
mengkoordinasikan p e n y u s u n a n ,  pengenda l ian ,  d a n  e v a l u a s i
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. B i r o  Administrasi Pembangunan dan Administrasi Sumberdaya Alam
Sekretariat Daerah. Provinsi Sulawesi Tengah a tau  nama la in  yang
selanjutnya disebut Biro Administrasi.Pembangunan adalah Unit SKPD
yang 'memiliki t ugas  pokok  menyelenggarakan perumusan bahan
kebijakan u m u m  dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan, evaluasi dan
pengendalian administrasi pembangunan f isik, perekonomian, sosial
budaya dan pemerintahan.

8. B i r o  Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau nama
lain yang selanjutnya disebut Biro Keuangan adalah Unit  SKPD yang
memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan
umum dan  koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan  evaluasi anggaran,
perbendaharaan, a k u n t a n s i  d a n  pelaporan,  k a s  daerah ,  s e r t a
administrasi keuangan.

9. P e m a n g k u  Kepentingan ada lah  p i h a k  y a n g  langsung a t a u  t i d a k
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari  perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur  DPRD provinsi
dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, •
tokoh m a s y a r a k a t  p r o v i n s i  d a n  k a b u p a t e n / k o t a / d e s a ,
penguaha/investor, p e m e r i n t a h  p u s a t ,  p e m e r i n t a h  p r o v i n s i ,
kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan
perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapaii-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan pembangunan, g u n a  pemanfaatan d a n  pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
untuk jangka waktu tertentu.



11. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan u n t u k  menghasilkan rencana
pembangunan dalarn jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di..
tingkat pusat dan daerah.

12. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan u n t u k  menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan
masyarakat d i  D a e r a h ,  K a b u p a t e n /  Kota, K e c a m a t a n  d a n
Desa/ Kelurahan.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 2 0  (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi  dan arah
pemba.ngunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan visi, misi dan
program Gubernur d a n  penyusunannya berpedoman pada  RPJP
DAERAH dengan memperhatikan RPJM Nasional.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah' dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP).

16. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5  (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM Daerah
dan• bersifat indikatif.

17. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1
(satu) t a h u n  y a n g  memuat  kebijakan, program d a n  kegiatan
pembangunan ba lk  yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun  y a n g  ditempuh 'dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah d a n  DPRD d a n
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. .

19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas.dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai



21. Rencana kerja clan' anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang  diperlukan u n t u k  mencapai sasaran pembangunan,
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

23. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah dalam bentuk perUndang-Undangan u n t u k
mencapai sasaran hasi l  .pembangunan, sebagai bagian integral dar i
upaya pembangunan daerah secara utuh.

24. Kerangka;  anggaran ada lah  rencana kegiatan pengadaan ba rang
maupun j a s a  yang  a k a n  d idanai  APBD u n t u k  mencapai t u j u a n
pembangunan daerah.

25. Kerangka pendanaan adalah program. dan,kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran hasil  pembangunan. yang pendanaannya diperoleh.'
dari .anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh.

26. Isu- isu  strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan d a l a m  perencanaan pembangunan dae rah  k a r e n a
dampaknya yang signifikan bagi daerah ,dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan  menentukan
tujuan, penyelenggaraan pemerintahan daerah d imasa yang  a k a n
datang.

27. V i s i  adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir.periode perencanaan.

28. M i s i  ada lah  rumusan  u m u m  mengenai upaya-upaya y a n g  a k a n
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikat i f
untuk mewujudkan visi dan misi.

30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

31. Program adalah instrurrien kebijakan yang beris i  sa tu  a t a u  leb ih
kegiatan y a n g  di laksanakan o l e h  S K P D  d a n  masyarakat  y a n g
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sas'ran dan
tujuan pembangunan daerah.

32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, d a n  terd i r i  da r i  sekumpulan t indakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
(input) u n t u k  menghasi lkan k e l u a r a n  (output )  d a l a m  b e n t u k
barang/jasa.

33. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan un tuk  mencapai
secara langsung sasaran program prioritas.



34. Prakiraan maju  adalah perhitungan kebutuhan dana un tuk  tahun-
tahun ber ikutnya d a r i  t a h u n  anggaran yang  direncanakan, g u n a
memastikan kesinambungan kebi jakan yang te lah disetujui  u n t u k
setiap program dan kegiatan.

35. Bersi fat  ind ikat i f  adalah bahwa da ta  d a n  informasi, b a i k  tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.

36. K iner ja  adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah d icapai  sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

37. Ind ikator  kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.

38. Standar  pelayanan minimal  yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wa j ib  daerah yang  berhak diperoleh set iap warga secara
minimal.

39. Sasaran adalah target atau hasil yang 'diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

40. Keluaran (output) ada lah  barang a t a u  j a s a  yang  dihasi lkan o leh
kegiatan, yang dilaksanakan un tuk  mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.

41. Has i l  (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam sate program.

42. Musyawarah perencanaan pembangUnan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka.
menyusun rencana pembangunan daerah.

43. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum
antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun
RPJPD.

44. MusyaWarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah
forum antarpemangku kepentingan pembangunan d a l a m  rangka.
menyusun RPJM Daerah.

45. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD y a n g  selanjutnya
disebut Musrenbang RKPD adalah forum antarpemangku kepentingan
pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.

46. Narasumber adalah p ihak  pemberi informasi yang per lu  diketahui
peserta musrenbang u n t u k  proses pengambilan keputusan h a s i l
musrenbang.

47. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk
menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.



48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjtitnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan k e b i j a k a n  pemanfaatan r u a n g  w i l a y a h  n a s i o n a l  d a n
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

49. Koordinasi ada lah  kegiatan y a n g  mel ipu t i  pengaturan hubungan
kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan
wewenang y a n g  s a l i n g  be rhubungan  d e n g a n  t u j u a n  u n t u k
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

50. Fo rum .Konsultasi dan Dengar Pendapat adalah sarana yang disediakan
bagi publik untuk menyaksikan dan memberi masukan dalam proses
konsultasi a tas rancangan. awal RPJM Daerah yang disusun o leh
Bappeda kepada Gubernur.

51. K o m i s i  Perdamaian ada lah komis i  k h u s u s  yang  d ibentuk  u n t u k
memastikan program-program strategis. perencanaan da lam rangka
integrasi sistem perencanaan yang peka. konflik dan pro perdamaian
kedalam mekanisme PraMusrenbang Provinsi dalam Forum SKPD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Sistem perencanaan pembangunan Daerah dimaksudkan u n t u k  menjadi
pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan
mengendalikan ser ta  mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang
utuh.

Pasal 3
Sistem perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 bertujuan untuk:
a. mewujudkan koo rd inas i ,  i n teg ras i ,  s i nk ron i sas i  d a n  s i ne rg i t as

perencanaan pembangunan,  b a i k  a n t a r  p e m a n g k u  kepent ingan
pembangunan, antardaerah,  an ta r ruang ,  an ta rwak tu ,  an ta r fungs i
pemerintahan dan antarsusunan pemerintahan;

b. mewujudkan ke te rka i tan .  d a n  kons is tens i  a n t a r a  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan

c. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II I
PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 4
(1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan Nasional.
(2) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
(3) Perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan merupakan satu kesatuan



(4) Perencanaan pembangunan Daerah harus  mengintegrasikan rencana
tata ruang daerah.

(5) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah dengan
melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing.

(6) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi,
sumber d a y a  d a n  potensi  y a n g  d imi l i k i  Daerah sesuai  d inamika
perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 5
Perencanaan pembangunan D a e r a h  d i r umuskan  seca ra  t ransparan,
partisipatif, akuntabel, terukur,  efektif, efisien dan  berkelanjutan dengan
menginternalisasikan k e a d i l a n ,  kese ta raan  g e n d e r,  n o n -
diskriminatif ser ta memperhatikan kerukunan antarsuku, antaragama,
antarras, antargolongan dan antaraliran kepercayaan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6
(1) Perencanaan Pembangunan  D a e r a h  m e n c a k u p  penyelenggaraan

perencanaan seluruh bidang kehidupan bermasyarakat sesuai dengan
kewenangan daerah dan  seluruh fungsi pemerintahan daerah sesuai
prinsip-prinsip pembangunan 'daerah.

(2) Perencanaan pembangunan Daerah  d i s u s u n  secara  te rpadu  o l e h
Pemerintah D a e r a h  b e r s a m a  p e m a n g k u  k e p e n t i n g a n  d e n g a n
memperhatikan tata ruang daerah.

(3) Lingkup Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ay.t. (2) terdiri atas :

a. RPJP Daerah;
b. RPJM Daerah;
c. Renstra SKPD;
d. RKPD; dan
e. Renja SKPD.

Pasal 7
(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  ayat (3) h u r u f  a

disusun untuk mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan daerah.
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih

lanjut dalam RPJM Daerah.
(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam

RKPD.
(4) RKPD sebagai dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.



BAB V
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui tahapan:
a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9
(1) Tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(2) Keterlibatari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10
Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan:
a. persiapan penyusunan RPJP Daerah;
b. penyusunan rancangan awal RPJP Daerah;
c. pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
d. penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah; dan
e. penetapan RPJP Daerah.

Pasal 11
Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan:
a. persiapan penyusunan RPJM Daerah
b. penyusunan rancangan awal RPJM Daerah;
c. penyusunan rancangan RPJM Daerah;
d. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
e. penyusunan Rancangan akhir RPJM Daerah; dan
f. peneta.pan RPJM Daerah.

Pasal 12
Penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui urutan:
a. persiapan penyusunan Rentra SKPD;
b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;
c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
d. penetapan Renstra SKPD.

Pasal 13 •
Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan:
a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
e. penyusurian rancangan akhir RKPD; dan



Bagian Kedua
Penyusunan RPJP DAERAH

. Paragra f  1
Umum

Pasal 14
(1) Penyusunan RPJP Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun

sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan dan ditetapkan
paling lambat 6  (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang
sedang berjalan.

(2) Selama rentang waktu 6  (enam) bulan antara batas waktu penetapan
dengan akhir RPJP Daerah yang sedang berjalan dimanfaatkan untuk
a. penyerahan rancangan akh i r  RPJP Daerah kepada DPRD dalam

bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah;
b. kotAultasi Publik atas rancangan akhir RPJP Daerah;
c. memproses masukan yang berasal dari Pemangku Kepentingan;
d. pembahasan Rancangan Akhir RPJP Daerah oleh Pemerintah Daerah

bersarna DPRD, dan wajib dikonsultasikan dengan Menteri Dalam
Negeri; dan

e. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan penyusunan RPJP Daerah

Pasal 15
Persiapan penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a, meliputi:
a. penyusunan, rancangan keputusan Gubernur tentang pembentukan t im

penyusun RPJP Daerah;
b. orientasi mengenai RPJP Daerah;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJP Daerah; dan
d. penyiapan data dan informasi perencarfaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RPJP DAERAH

Pasal 16
(1) Bappeda  menyusun rancangan awal RPJP Daerah yang memuat visi,

misi serta arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP
Nasional, berpedoman p a d a  RTRW Provinsi  d a n  memperhatikan
kekhususan daerah berdasarkan potensi, sumberdaya, kondisi sosial
budaya, serta dinamika perkembangan masyarakat.

(2) D a l a m  menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat  (1), Bappeda melibatkan SKPD, pemangku kepentingan
di daerah dan dikonsultasikan dengan publik

(3) T i m  Perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf  a, bertugas
menjabarkan Vis i  M is i  Daerah d a n  menyusun a rah  pembangunan
daerah.

(4) S e l u r u h  proses penyusunan rancangan awal RPJP Daerah direkam



(5) KonsUl tas i  p u b l i k  sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  ( 2 )  u n t u k
m.emperoleh masukan dan tanggapan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 17
Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf  b, terdiri atas:
a. perumusan rancangan awal RPJP Daerah; dan
b. penyajian rancangan awal RPJP Daerah.

Pasal 18
Perumusan rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a, mencakup:
a. pengolahan data dan informasi;
b. penelaahan RTRW provinsi; •
c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
d. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
e. penelaahan RPJPN;
f. analisis isu-isu strategis pernbangunan jangka panjang provinsi;
g. perumusan visi dan misi daerah provinsi;
h. perurnusan arah kebijakan;
i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
j. penyelarasan visi, misi,dan arah kebijakan RPJPD provinsi

Pasal 19
Penyajian rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17
huruf b, :dengan sistematika penulisan paling sedikit mencakup:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi Daerah;
c. analisis isu-isu strategis;
d. visi clan misi Daerah;
e. arah kebijakan; dan
f. kaidah pelaksanaan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasa120
(1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan un tuk  penajaman,

ldarifikasi dan menyepakati rancangan awal RPJP Daerah.
(2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan oleh Bappeda yang

diikuti oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan
Sulteng, Dewan Perwakilan Daerah (DM) asal Sulawesi Tengah, Anggota
DPRD, Pemerintah Daerah d a n  se lu ruh  ja jaran SKPD, Pemerintah,.
Daerah Kabupaten/Kota, d a n  perwakilan pemangku kepentingan d i
Daerah.

(3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan dengan rangkaian
penyampaian, Pembahasan, dan Penyepakatan Rancangan Awal RPJP
Daerah dengan memanfaatkan waktu paling sedikit 6 ha l t



(4) Dalam pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Bappeda wajib
melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik untuk menjaring
aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21
Hasil musrenbang R P J P  D a e r a h  d i r u m u s k a n  d a l a m  b e r i t a  a c a r a
kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 22
(1) Bappeda bersama Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf amerumuskan Rancangan akhir 'RPJP Daerah berdasarkan berita
acara kesepakatan hasil musrenbang RPJP Daerah.

(2) Rancangan akhir RPJP wajib dikonsultasikan kepada publik.
(3) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

pemerintah daerah dengan melibatkan DPRD ser ta  memperhatikan
representasi pemangku kepentingan d a n  konsistensi mater i  muatan
Rancangan RPJP Daerah yang telah disusun.

(4) Rancangan akhir RPJP Daerah disampaikan. kepada DPRD paling lambat
1 (satu) bulan setelah Konsultasi Publik.

(5) Rancangan a k h i r  RPJP Daerah disampaikan kepada DPRD, da lam
bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah paling lama 6
(enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

(6) Ketentuan lebih lan ju t  mengenai ta ta  cara konsultasi pub l i k  d ia tur
dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Penetapan RPJP Daerah

Pasal 23
(1) DPRD bersama Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJP Daerah pada tahun sidang berjalan.
(2) Sebelum Rancangan Pera tu ran  D a e r a h  t e n t a n g  R P J P  D a e r a h

sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, terlebih dulu dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

(3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 2  aya t  (4), dengan lampiran
rancangan a k h i r  RPJP Daerah yang te lah dikonsultasikan dengan
Menteri Dalam Negeri beserta:
a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJP Daerah; dan
b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir

RPJP Daerah.



Pasal 24
Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan setelah penetapan RPJP Nasional, kecuali ditetapkan la in  dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah paling
lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan, kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26
(1) RPJP Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi

pedoman penyusunan nisi, misi dan program calon Gubernur dan Wakil
Gubernur.

(2) Peraturan Daerah  ten tang  RPJP Daerah  merupakan a c u a n  b a g i
penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota. •

Pasal 27
(1) Gubernur wa j ib  menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP

Daerah kepada masyarakat.
(2) Masyarakat dan  dun ia  usaha dapat  membantu Pemerintah Daerah

dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah• tentang RPJP Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-un.dangan,

Bagian Ketiga
Penyusunan RPJM Daerah

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJM Daerah

Pasal 28
Persiapan penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf  a, meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Gubernur tentang pembentukan t im

penyusun RPJM Daerah;
b. or ientasi mengenai RPJM Daerah;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJM Daerah; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

. ' P a s a l  29
(1) Bappeda  menyusun rancangan awal RPJM Daerah yang memuat nisi,

misi dan program Gubernur berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebi jakan u m u m ,  program
SKPD, program l in tas  SKPD, program kewilayahan, rencana ker ja
dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, d a n  rencana kerja
dalam kerangka pendaan bersifat indikatif.

(2) D a l a m  menyusun  rancangan. a w a l  R P J M  D a e r a h  sebagaimana
1 • 1  .  1 "  r s r - v r •  _  _ — 1  .



(3) R P J M  Daerah sebagai penjabaran RPJP Daerah d isusun sebagai
kelanjutan RPJM Daerah sebelumnya dalam rangka merealisasikan
tahapan RPJP Daerah.

Pasal 30
Rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. gambaran pengelolaan keuangan daerah seita kerangka pendanaan;
d. anal is is  isu-isu srategis;
e. v i s i ,  mini, tujuan dan sasaran;
f. s t ra teg i  dan arah kebijakan;
g. kebi jakan umum dan program pembangunan daerah;
h. ind ikas i  rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
j. pedoman  transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 31
(1) Rancangan awal yang disusun oleh Bappeda sebagaimana dimaksud

dalam Pasa l  3 0 ,  d isampaikan kemba l i  kepada  Gubernu r  u n t u k
selanjutnya dikoordinasikan dengan para Kepala SKPD dan Pemangku
Kepentingan d a n  dikonsultasikan dengan pub l i k  u n t u k  memperoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal.

(2) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJM Daerah sesuai hasil
koordinasi dan konsultasi publ ik  paling lama 14  (empat belas) har i ,
selanjutnya menyampaikan hasilnya sebagai laporan kepada Gubernur
dan menyebarluaskannya kepada  p a r a  Kepa la  SKPD, pemangku
kepentingan dan peserta konsultasi publik sebagai bentuk akuntabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi publik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32
(1) Gubernur mengajukan kebijakan u m u m  dan  program pembangunan

jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang.
disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal
RPJM. Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 1  a y a t  (3), kepada DPRD u n t u k  dibahas d a n  memperoleh
kesepakatan.

(2) Pengajuan keb i jakan  u m u m  d a n  p rog ram pembangunan j a n g k a
menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama
10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

(3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program.
pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.

(4) Hasil  pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(11 clituanglcan (-Warn n o t a  keRenalcntan y a n g  clitanciatangani o leh



Pasal 33 •
(1) Kepala. SKPD wajib menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan

rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
(2) Rancangan Restra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

bahan penyusunan rancangan RPJM Daerah.
(3) Rancangan Renstra-SKPD disusun pal ing lama 1  (satu) bu lan  d a n

disampaikan oleh para Kepala SKPD kepada Bappeda.
(4) Dalam hal para Kepala SKPD tidak menyampaikan Rancangan Renstra

SKPD sampai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada Bappeda maka proses penyusunan RPJM Daerah tidak dapat
dilanjUtkan sampai batas waktu toleransi.

(5) Keterla:mbatan penyampaian rancangan Renstra SKPD hanya dapat
ditoleransi selama 7  ( tujuh) h a r i  dan b a t a s  wak tu  1  (satu) bu l an
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Gubernur berdasarkan kewenangannya memberikan sanksi kepada para
Kepala SKPD yang melalaikan tugasnya dalam penyusunan rancangan
Renstra SKPD sebagaimana. dimaksud ayat  (4) d a n  ayat  (5) dengan
berpedornan pada peraturan perundang-undangan.

(7) Rancangan awal RPJM Daerah wajib diumumkan untuk  diketahui oleh
publik

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 34
Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), kepada para kepala
SKPD dengan Surat Edaran Gubernur.
Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah
serta indikasi  rencana program prior i tas yang disertai kebutuhan
pendanaan yang telah disepakati Gubernur dan DPRD menjadi acuan
Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.
Rancangan renstra SKPD yang telah d isusun disampaikan Kepala
Bappeda kepada Kepala SKPD, paling lama 14 (empat belas) hari  kerja
sejak Surat Edaran Gubernur diterima.
Bappeda melakukan verif ikasi terhadap rancangan renst ra  SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), u n t u k  mengintegrasikan dan
menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJM Daerah, antara
lain dalam:
a. memecahkan isu- isu strategis sesuai dengan tugas d a n  fungsi

masing-masing SKPD;
b. menyelaraskan dengan nisi, misi, tujuan dan sasaran;
c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
d. mempedomani keb i jakan u m u m  d a n  p rog ram pembangunan

daerah; dan
e. mempedomani indikasi  rencana program priori tas yang disertai

kebutuhan pendanan.



(5) Rancangan r e n s t r a  S K P D  y a n g  t e l a h  diver i f ikasi  sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  ( 3 ) ,  d i j a d i k a n  b a h a n  m a s u k a n  u n t u k
penyempurnaan rancangan awal  RPJM Daerah menjadi rancangan.
RPJM Daerah.

Pasal 35
(1) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
d. anal is is isu-isu srategis;
e. v i s i ,  misi, tujuan dan sasaran;
f. s t ra teg i  dan arah kebijakan;
g. kebi jakan umum dan program pembangunan daerah;
h. ind ikasi  rencana  program pr io r i tas  y a n g  d iser ta i  kebu tuhan

pendanaan;
i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
j. pedoman  transisi dan kaidah pelaksanaan.

(2) Bappeda  mengajukan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dibahas
dalam musrenbang RPJM Daerah.

(7)

Paragraf 4
: Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 36
Musrenbang J a n g k a  M e n e n g a h  D a e r a h  d i l aksanakan  u n t u k
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan rancangan RPJM
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan pal ing lama 3
(tiga) bulan setelah Gubernur dilantik.
Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dan
dukuti oleh anggota DPRD, selurUh jajaran SKPD Pemerintah Daerah,
wakil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan perwakilan pemangku
kepentingan pembangunan di Daerah..
Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan rangkaian
penyampaian, pembahasan, d a n  penyepakatan rancangan R P J M
Daerah dengan memanfaatkan waktu paling sedikit 6 (enam) hari.
Peserta Musrenbang dapa t  memberikan masukan  secara te r tu l i s
berdasarkan pengkajiannya terhadap Rancangan RPJM Daerah dan
dibahas pada saat Musrenbang.
Masukan tertul is sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
kepada. Bappeda paling lambat 1 (satu) hari  sebelum hari pelaksanaan
Musrenbang, untuk dikompilasi dan diagendakan dalam susunan acara
Musrenbang.
Ketentuan leb ih  l a n j u t  mengenai tekn is  pelaksanaan Musrenbang
Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 37
Hasil MuOrenbang R P J M  D a e r a h  d i rumuskan  d a l a m  b e r i t a  a c a r a
kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 38
(1) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan berdasarkan berita acara

Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal '37.

(2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
oleh seluruh Kepala SKPD.

(3) Pembahasan sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (2) ,  memast ikan
program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir
RPJMD.

(4) Pembahasan rancangan akh i r  RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir  bulan keempat setelah
Gubernur;terpilih dilantik.

Pasal 39
(1) G u b e r n u r  mengkoneultasikan rancangan akhir RPJM Daerah kepada .

Menteri Dalam Negeri.
(2) Konsu l tas i  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan setelah

Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri
Dalana. Negeri.

(3) Konsu l tas i  dilakukan setelah 7 (tujuh) hari  kerja terhitung sejak surat
permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima
Menteri Dalam Negeri.

(4) S u r a t  permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan
dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
a. rancangan akhir RPJM Daerah;
b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM Daerah; dan
c. hasil pengenda l ian  d a n  e v a l u a s i  k e b i j a k a n  pe rencanaan

pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 40
(1) M e n t e r i  Dalam Negeri menyampaikan hasil  konsultasi berupa saran

penyempurnaan rancangan RPJM Daerah kepada Gubernur u n t u k
ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) har i  kerja, setelah konsultasi
dilakukan.

(2) D a l a m  hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil konsultasi
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur
mengajukan rancangan Peraturan .Daerah tentang RPJM Daerah
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Paragraf 6
Penetapan RPJM Daerah

Pasal 41
(1) Gubernur  menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM

Daerah kepada DPRD un tuk  memperoleh persetujuan paling lama 5
(lima) bulan setelah dilantik.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir
RPJM Daerah yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri
beserta:
a. ber i ta acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJM Daerah; dan
b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir

RPJM Daerah.

Pasal 42
Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah disampailkan kepada Menteri
Dalam Negeri  pa l i ng  l a m a  7  ( tu juh)  h a r i  setelah di tetapkan u n t u k
diklarifikasi.

Pasal 43
RPJM Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi
pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan
sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 44
(1) Gubernur  waj ib  menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM

Daerah kepada masyarakat.
(2) Masyarakat dan  dun ia  usaha dapat membantu Pemerintah Daerah

dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 45
(1) SKPD menyusun Renstra SKPD yang memuat nisi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(2) Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang sesuai dengan
kekhususan bidang dan sektor pembangunan yang dikelola oleh SKPD
bersangkutan.



Paragraf 2
Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 46
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
a. penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang Pernbentukan Tim

Penyusun Renstra SKPD;
b. orientasi mengenai Renstra SKPD;
c. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD

Pasal 47
Penyusuna.n rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 h u r u f  b, melalui tahapan sebagai berikut:
a. perumusan rancangan Renstra SKPD; dan
b. penyaj ian rancangan Renstra SKPD.

Pasal 48
Penyajian rancangan  R e n s t r a  S K P D  Prov ins i  d a n  kabupaten /ko ta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf  b, dengan sistematika paling
sedikit sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan SKPD;
c. i su - i su  strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
d. v is i ,  misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif; dan
f. i n d i k a t o r  kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM

Daerah.

Pasal 49
(1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada Surat Edaran

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
(2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh

unit k 'er ja d i  l ingkungan SKPD u n t u k  d ibahas bersama dengan
pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.

(3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat  (2) bertujuan u n t u k  memperoleh masukan dalam rangka
penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

(4) Proses penyusunan rancangan Renstra• SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) direkam dengan menggunakan teknologi audio visual dan
tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 50
Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang  te lah
dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) kepada Kepala
Bappeda paling lama 14 (empat belas) har i  kerja setelah Surat Edaran



(2) Dengan berpedoman p a d a  S u r a t  Eda ran  Gube rnu r  sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  (1) ,  Bappeda • melakukan veri f ikasi  terhadap
rancangan renstra SKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal
RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah.

(3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan,
hasil penyempurnaan rancangan renstra SKPD disampaikan kembali
oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7  (tujuh) har i
kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Akhir RenstraSKPD

Pasal 51
(1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan

rancangan Renstra SKPD yang berp6doman pada RPJM Daerah yang •
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud'
dalam Pasal 43.

(2) Penyernpurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 )  b e r t u j u a n  u n t u k  memperta jam v i s i  d a n  m i s i  s e r t a
menyelaraskan t u j uan ,  strategi,  kebi jakan, p rogram d a n  kegiatan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas d a n  fungsi  SKPD yang
ditetapkan dalam RPJM Daerah.

Paragraf 5
Penetapan Renstra SKPD

Pasal 52
(1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,

disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk  memperoleh
pengesahan Gubernur.

(2) Rancangan akhir  Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diverifikasi akhir oleh Bappeda.

(3) Verifikasi a k h i r  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), ha rus  dapat
menjamin kesesuaian visi, misi ,  tu juan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan SKPD dengan RPJM Daerah, dan  keterpaduan dengan
rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

(4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akh i r  Renstra SKPD yang
telah ditelit i melalui verifikasi akhir  un tuk  diajukan kepada Gubernur
guna memperoleh pengesahan.

(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

(6) Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang pengesahan Renstra SKPD,
Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman uni t  kerja di
lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

(7) Pengesahan rancangan a k h i r  Rens t ra  S K P D  dengan  Keputusan
Gubernur, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan. Daerah tentang
RPJM Daerah ditetapkan.



(8) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) har i
setelah Renstra SKPD disahkan oleh Gubernur.

(9) SKPD membuat Ringkasan Renstra SKPD untuk  disebarluaskan kepada
masyarakat melalui media elektronik/cetak.

(10) Pemangku Kepentingan berhak untuk xnendapat informasi lebih lengkap
mengenai Renstra SKPD sesuai dengan tujuan memperoleh informasi.

(11) Masyatakat • dan dun ia  usaha dapat  membantu Pemerintah Daerah
dalam menyebarluaskan Renstra SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasa1.53
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16 ayat (3) huruf  d, memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. program prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

(2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud
pada' ayat (1) h u r u f  c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan
pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Paragraf
Penyusunan RKPD

Pasal 54
(1) Bappeda menyusun RKPD.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1) d isusun  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 3.
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 55
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
a. penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim

Penyusun RKPD;
b. Pemangku Kepentingan yang di l ibatkan sebagai t i m  perumus da lam

penyusunan rancangan. awal RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a,
berasal dar i  Perguruan Tinggi dan Organisasi non-Pemerintahan, yang
keseluruhannya tidak dapat lebih dari 11 (sebelas) orang dan tidak dapat
kurang dari 9 orang.

c. orientasi mengenai RKPD;
d. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.



Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 56
(1) Rancangan Awal RKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah dan

mengacu pada RPJM Nasional.
(2) Bappeda menyiapkan dokumen-dokumen sesuai kebutuhan dan syarat-

syarat keikutsertaan Pemangku Kepent ingan d a l a m  penyusunan
rancangan awal RKPD.

(3) Rancangan Awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
program p r i o r i t a s  pembangunan  D a e r a h ,  r e n c a n a  k e r j a  d a n
pendanaannya s e r t a  p rak i raan  m a j u  dengan  mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dan APBD
maupun sumber-sumber l a i n  y a n g  d i tempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

(4) Penetapan p rog ram p r io r i t as  pembangunan D a e r a h  sebagaimana
dimaksild p a d a  ayat  (3) berorientasi pada pemenuhan h a k  dasar.
masyarakat d a n  pencapaian keadi lan yang  berkesinambungan d a n
berkelanjutan.

Pasal 57
Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b, terdiri atas:
a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 58
Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
huruf  a, mencakup:
a. pengolahan data dan informasi;
b. anal is is gambaran umum kondisi daerah;
c. anal is is  ekonomi dan keuangan daerah;
d. evaluasi kinerja tahun lalu;
e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
g. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
h. perumusan rancangan kerangka ekonomi  dae rah  d a n  keb i jakan

keuangan daerah; •
i. perurnusan prioritas dan sasaran pembangUnan daerah;
j. pe rumusan  program prioritas beserta pagu indikatif;
k. pe lakanaan  forum konsultasi publik; dan
1. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 59
Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 57
huruf b, dengan sistematika paling sedikit mencakup:
a. pendahuluan;



(5)

(1)

c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
d. pr ior i tas dan sasaran pembangunan; dan
e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

Pasal 60
(1) Rancangan a w a l  RKPD sebagaimana d imaksud

dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para
dikonsultasikan dengan publik.

(2) Konsultasi p u b l i k  sebagaimana d imaksud  p a d a

dalam Pasa l  5 9 ,
Kepala SKPD dari

ayat
memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

(1), u n t u k

Pasal 61
(1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat  Edaran Gubernur kepada Kepala

SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas
dalam forum konsultasi publ ik sebagai bahan penyusunan rancangan
Renja SKPD.

(2) Surat '  Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan Musrenbang
RKPD, sekaligus Batas wak tu  penyampaian rancangan Renja SKPD
kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan RKPD

• P a s a l  62
(1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf c ,  merupakan proses penyempurnaan rancangan awal  RKPD
menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

(2) Da lam penyusunan rancangan Ren ja  SKPD di laksanakan dengan
melibatkan pemangku kepent ingan y a n g  memi l i k i  keah l ian  d a n
pengalaman sesuai dengan bidang dan sektor yang dikelola SKPD.
Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dapat
berasal d a r i  perguruan t inggi ,  organisasi n o n  pemerintahan, d a n
individu yang memenuhi syarat kompetensi.

(4) Syarat  kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d ibuat  oleh
Kepala .SKPD bersangkutan secara objektif, transparan, dan akuntabel
yang sebarluaskan melalui media massa elektronik dan /atau cetak.
Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) yang
terlibat dalam penyusunan rancangan Renja SKPD tidak dapat lebih dari
11 (sebelas) orang dan tidak dapat kurang dari 9 (sembilan) orang.

(3)

Pasal '63
Rancangan a w a l  RKPD disempurnakan menjad i  rancangan RKPD
berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.

(2) Veri f ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman
pada Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
Verifikasi sebagaimana d imaksud pada  a y a t  (2),  mengintegrasikan
program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikat i f  pada setiap

(3)



(4) Apab i la  d a l a m  ver i f ikasi  sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  (3 ) ,
ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasi l  penyempurnaan
rancangan Renja SKPD provinsi disampaikan kembali kepada Kepala
Bappeda provinsi pal ing lama 7  (tujuh) h a r i  ker ja  sejak verifikasi
dilakukan.

Pasal 64
(1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3  ayat  (1),

disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

(2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dibahas
dalam.Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 65
Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64..
ayat (1), dieelesaikan paling lama minggu kedua pada bulan April.

Paragraf 6
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 66
(1) Musrenbang RKPD di laksanakan u n t u k  penajaman, penyelarasan,

klarifikasi d a n  kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

(2) Musrenbang RKPD sebagai wadah bersama antara eksekutif, legislatif
dan p e m a n g k u  kepen t i ngan  d a l a m  s ink ron i sas i  pe rencanaan
pembangungan dan hasilnya mengikat semua pihak.

(3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan  dikoordinasikan oleh Bappeda,
diikuti.Oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota,
serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

(4) Perwakilan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus merepresentasikan. komponen kemasyarakatan a n t a r a  l a i n ,
perguruan tinggi, kelompok profesi, kelompok perempuan, organisasi
non pemer intahan t e r m a s u k  organisasi  b u r u h ,  organisas i  t a n i ,
organisasi petani  dan  lainnya, ser ta tokoh masyarakat yang pedul i
dengan pembangunan daerah.

(5) Keterwakilan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) h a r u s  memperhatikan p r ins ip  keharmonisan, non-diskriminatif,
berorientasi bagi  masyarakat miskin,  keragaman mult ietnik,  agama,
golongan, dan kepercayaan.

(6) Dalam melaksanakan Musrenbang RKPD, Bappeda melaksanakan
kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi.

(7) Hasi l  mUsrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan
nri e l i+n ine la+anani -v i  nlerai  ‘ T o n  r i n p u r a k i i i  C P. t 1 a r i  n n A u r  v 2 n g  m e n g h a d i r i



(8) Bappeda memil ih secara objekt i f  perwakilan pemangku kepentingan
untuk te r l iba t  d a l a m  perUniusan h a s i l  Musrenbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), paling banyak berjumlah 7  (tujuh) orang dan
tidak bisa kurang dan 5  (lima) orang.

•
Pasal 67

(1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66,
dilaksanakan paling lama minggu ketiga bulan April.

(2) Berita.acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7), dijadikan sebagai bahan penyusunan
rancangan akhir RKPD provinsi.

(3) Program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan
dengan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan
pemerintah sesuai dengan berita acara kesepakatan musrenbang RKPD,
dikoordinasikan Bappeda dengan kementerian/lembaga terkai t  guna
dibahas dalam forum musrenbangnas.

Paragraf 7
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 68
(1) Perumusan rancangan akh i r  RKPD provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 h u r u f  e, berdasarkan •berita acara kesepakatan hasil
Musrenbang RKPD dan Musrenbangnas RKP.

(2) Rancangan akhi r  RKPD provinsi yang telah dirumuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD provinsi
bersama Pemangku Kepentingan yang terseleksi sebagaimana dimaksud
Pasal 66 ayat (8).

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan prioritas
program dan kegiatan pembangunan. daerah terkait dengan tugas dan •
fungsi masing-masing SKPD provinsi telah tertampung dalam rancangan•'
akhir. RKPD provinsi.

(4) Rancangan a k h i r  R K P D  d i l engkap i  d e n g a n  pendanaan  y a n g
menunjukkan prakiraan maju.

(5) Rancangan akh i r  RKPD serta pendanaan diumumkan melalui media
massa elektronik maupun cetak untuk akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 69
Penyelesaian r u m u s a n  rancangan a k h i r  RKPD prov ins i  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), paling lambat pada pertengahan bulan
Mei.

Paragraf 8
Penetapan RKPD

Pasal 70
(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan.
(2) RKPD sebagaimana d i m a k i u d  p a d a  a y a t  ( 1 ) ,  sebagai  landasan



(3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),
dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan
rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.

Pasal 71 .
(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi

kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD provinsi.

Pasal 72
(1) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur digunakan

sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 73
(1) Gubernur  wajib menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RKPD

kepada. masyarakat.
(2) Masyarakat dan  dun ia  usaha dapat membantu Pemerintah Daerah

dalam penyebarluasan Peraturan Gubernur  tentang RKPD, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Kerja SKPD

Paragraf 1
Umum •

Pasal 74
Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf  e, memuat:
a. program dan kegiatan;
b. lokas i  kegiatan;
c. i nd ika to r  kinerja;
d. kelompok sasaran; dan
e. p a g u  indikatif dan prakiraan maju.

Paragraf 2
Penyusunan Renja SKPD

Pasal 75
(1) SKPD menyusun Renja SKPD.
(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), d isusun dengan

tahapan sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
c. pelaksanaan forum SKPD; dan



Paragraf 3.
Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 76
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf  a, meliputi:
a. penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim

Penyusun Renja SKPD;
b. orientasi mengenai Renja SKPD;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusiin Renja SKPD; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 77
(1) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal

RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode Sebelumnya, untuk masalah yang dihadapi, dan usulan program
serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

(2) Rancangan Renja SKPD memuat  kebijakan, program d a n  kegiatan
pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah m a u p u n  y a n g  d i t e m p u h  dengan  mendorong par t is ipasi
masyarakat.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mel iput i
program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau
baru, indikator  kinerja, d a n  kelompok sasaran yang menjadi bahan
utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

(4) Rancangan awal Renja SKPD diumumkan melalui media cetak un tuk
mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Pasal 78
Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (2) hurUf b terdiri atas:
a. perumusan rancangan Renja SKPD; dan
b. penyaj ian rancangan Renja SKPD.

Pasal 79
(1) Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

77 huruf a, untuk mencakup:
a. persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD provinsi;
b. pengolahan data dan informasi;
c. analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi;
d. mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra

SKPD provinsi;
e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

provinsi;
f. penelaahan rancangan awal RKPD proyinsi;
g. perumusan tujuan dan sasaran;
h. nenelaahan usulan masvarakat: dan



(2) Penyajian rancangan R e n j a  R K P D  prov ins i  d a n  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79  h u r u f  b, dengan sistematika
paling sedikit sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
c. tujuan, sasaran, pr-ogram dan kegiatan;
d. indikator k ine r ja  d a n  kelompok sasaran y a n g  menggambarkan

pencapaian Renstra SKPD;
e. dana indikatif  beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan

pagu indikatif;
f. sumber dana  yang dibutuhkan u n t u k  menjalankan program d a n

kegiatan; dan
g. penutup.

Paragraf 5
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 80
(1) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.
(2) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan R e n j a  RKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam forum SKPD.
(3) Pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), mencakup:
a. PerVelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang
kabupaten/kota;

b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD;

c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi
pelaksanaan d a n  optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan

d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan
pagu ind ika t i f  u n t u k  masing-masing SKPD, sesuai dengan su ra t
edaran Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

Pasal 81
(1) Peserta fo rum SKPD antara l a i n  terd i r i  da r i  SKPD provinsi, SKPD

kabupaten/kota, dan pihak-pihak yang langsung atau t idak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi.

(2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD provinsi yang terkait dengan tugas
dan f u n g s i  SKPD,  d a p a t  d iundang  men jad i  narasumber  d a l a m
pembahasan forum SKPD serta lembaga dan pemangku kepentingan
pembangunan di Daerah.

(3) Forum. SKPD dapat  dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa
SKPD provinsi sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan
tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.



(5) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir
bulan Maret.

(6) Hasi l  kesepakatan pembahasan forum provinsi dirumuskan ke dalam
berita acara kesepakatan hasi l  forum SKPD dan ditandatangani oleh
yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 82
(1) Berita acara kesepakatan has i l  forum SKPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 ayat  (6) di jadikan bahan penyempurnaan rancangan
Renja SKPD.

(2) Kepala. SKPD menyampaikan rancangan Renja  SKPD sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  (1) ,  kepada Kepala Bappeda sebagai bahan
penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

(3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 83
(1) Dalam pelaksaan forum SKPD wajib dibentuk komisi perdamaian yang

melibatkan pemangku kepentingan daerah.
(2) Komisi; perdamaian dibentuk un tuk  membuat program kegiatan yang

sensitif konflik dan pro perdamaian yang akan didanai oleh APBD, APBN
atau dana hibah.

(3) Tujuan Komisi Perdamaian adalah memperkuat gagasan dan rumusan
pembangunan perdamaian dalam rencana kerja SKPD.

(4) Komisi Perdamaian berfungsi:
a. mengkaj i  d a n  merumuskan i su - i su  strategis berkai tan dengan

pembangunan perdamaian u n t u k  dibahas d a n  direkomendasikan
alam Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota;

b. bersama komisi lainnya mengkaj i  dan membahas usulan program
atau k e g i a t a n  p r i o r i t a s  y a n g  b e r a s a l  d a r i  M u s r e n b a n g
kabupaten/kota pada forum SKPD provinsi.

(5) Ketentuan leb ih  l an ju t  mengenai komisi, perdamaian d ia tu r  dengan
Peraturan Gubernur  d a n  Peraturan Bupati /Walikota sesuai dengan'
kewenangan.

Paragraf 6
Penetapan Renja SKPD

Pasal 84
(1) Kepala S K P D  menyempurnakan rancangan R e n j a  S K P D  dengan

berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
(2) Rancangan R e n j a  SKPD y a n g  t e l a h  disempurnakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda un tuk
diverifikasi.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan rancangan
Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.

(4) Kepala • Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang te lah



Pasal 85
(1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
(3) Kepala • SKPD menyebarluaskan Renja SKPD yang  te lah ditetapkan

sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (2) ,  kepada masyarakat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangari.

BAB VI
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 86
(1) Dokumen rencana pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan

data dan informasi perencanaan • pembangunan daerah serta rencana
tata ruang.

(2) Data  dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. inforinasi dasar kewilayahan;
b. kependudukan;
c. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. organisasi dan tata kerja pemerintahan Daerah;
e. Gubernur, DPRD dan  Perangkat Daerah dan  Pegawai Negeri Sipi l

daerah;
f. keuangan Daerah;
g. potensi sumberdaya Daerah;
h. produk hukum Daerah; dan
i. infor'masi lain terkait dengan penyelenggaraan. pemerintahan Daerah.

(3) D a t a  dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya
dikompilasi secara ters t ruktur  berdasarkan aspek geografis, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,  dan  aspek daya
saing daerah u n t u k  memudahkan pengolahan serta analisis secara
sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 87
(1) Da lam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara

optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan
pembangunan. Daerah.

(2) Sistem in formasi  perencanaan pembangunan Dae rah  merupakan
subsistem dar i  sistem informasi Daerah. sebagai satu kesatuan yang •
utuh dan tidak terpisahkan.

(3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan
Daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam



(4) U n t u k  keper luan  pengelolaan d a t a  d a n  in fo rmas i  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk Uni t  Pelaksana Teknis Badan pada
Bappeda.

(5) D a t a  dan  informasi perencanaan pembangunan dapat  diakses oleh
masyarakat

Bagian Kedua
Pengolahan Sumber Data

Paragraf 1
Umuni

Pasal 88
(1) Da ta  dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 5  diolah

melalui proses:
a. analisis Daeraly,
b. identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah;
c. perumusan masalah pembangunan Daerah;
d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber

pendanaan; dan
e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.

(2) Proses pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) d i l akukan  me la lu i  koordinasi  dengan pemangku kepentingan
pembangunan di Daerah.

Paragraf 2
Analisis Daerah

Pasal 89
(1) Analisis. daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini,
serta keadaan luar biasa.

(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Bappeda
bersama pemangku kepentingan pembangunan.

(3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta
melakukan penel i t ian  lapangan sebe lum menyusun  perencanaan
pembangunan daerah.

Paragraf 3
Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 90
(1) Identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah merupakan

upaya Pemerintah Daerah da lam ran. gka sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dan program prioritas Nasional dalam pembangunan Daerah.

(2) Sinkronisasi kebijakan Nasional dan kebijakan Daerah dilakukan dengan
melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak  yang
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Paragraf
Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak pada

Kabupaten / Kota

Pasal 91
(1) Identif ikasi kebijakan Daerah yang berdampak pada Kabupaten/Kota

merupakan u p a y a  Pemer in tah  K a b u p a t e n /  Kota d a l a m  r a n g k a
sinkroftisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Daerah dalam
pembangunan di Kabupaten/Kota.

(2) Sinkronisasi k e b i j a k a n  D a e r a h  d a n  keb i j akan  Kabupaten/Kota
dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program,
dampak yang di inginkan dan s i s i  pencapaian target a tau sasaran,
tingkat ke te rdesakan ,  d a n  k e m a m p u a n  a n g g a r a n  d a e r a h
Kabupaten/ Kota.

Paragraf 5
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pawl! 92
(1) Masalah pembangunan Daerah di rumuskan dengan mengutamakan

tingkat keterdesakan d a n  kebutuhan masyarakat sebagai pr ior i tas
utama.

(2) Rumusan ; perm.asalahan d i s u s u n  seca ra  menye lu ruh  m e n c a k u p
kekuatan, kelemahan, peluang dan  ancaman, yang dihadapi dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

(3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja.
dan arah kebijakan Daerah ke depan.

(4) Rumusan masalah lengkap dengan rencana anggaran dapat diakses oleh
masyarakat

Paragraf 6
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana indikatif dan

Sumber Pendanatin

Pasal 93
(1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan. sumber pendanaan yang

dirumuskan dalam RPJM Daerah, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
disusun berdasarkan:
a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta

perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan  d a n  p a g e  i n d i k a t i f  y a n g  d i t e tapkan

berdasarkan mekanisme seleksi usu lan  program d a n  kegiatan
berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;

c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu
pada standar pelayanan • minimal sesuai dengan kondis i  nya ta
Daerah d a n  kebutuhan masyarakat a tau  u rusan  p i l ihan yang
metxjadi tanggungjawab SKPD; dan

d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota. DPRD.
(2) Program, keg ia tan  d a n  pendanaan d i s u s u n  u n t u k  t a h u n  y a n g

direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
(3) Sumber  pendanaan pembangunan Daerah te rd i r i  a t as  APBD d a n

sumber lain yang sah.
(4) Ketentuan lebih lan ju t  mengenai ta ta  cara pelaksanaan penyusunan
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(2)

(3)

Pasal 94
(1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)

huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
(2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huru f  b,

digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 95
(1) Koordinasi penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan

RKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh Bappeda.
(2) Koordinasi penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD antar

Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan, Penetapan APBD dan Perubahan APBD

Pasal 96
(1) Penyusunan, penetapan dan perubahan APBD, terdiri atas:

a. StrUktur APBD;
b. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA SKPD;
c. Penyusunan APBD;
d. Pengendalian defisit dan surplus APBD;
e. Penetapan APBD; dan
f. Penyusunan Perubahan APBD.

(2). Semua proses dan tahapan Penyusurian, penetapan dan perubahan
APBD terbuka dan dipantau oleh masyarakat.

(3) Ta t a  cara penyusunan, ppnetapan dan perubahan APBD diatur dalam
Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
• Penyusunan•Perencanaan Anggaran. Dekonsentrasi

Dan Tugas Pembantuan
Pasal 97

(1) Dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dil impahkan oleh
Pemerintah, Gubernur selaku wakil Pemerintah, melakukan:
a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
b. penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan

kegiatan dekonsentrasi; dan
c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan. pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas  sebagainiana d imaksud p a d a  a y a t  (1)
dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
Rencana lokasi dan anggaran untuk  program dan kegiatan yang akan
didekonsentrasikan d i s u s u n  d e n g a n  memperhat ikan kemampuan
keuangan Negara, keseimbangan pendanaan di  Daerah, dan kebutuhan
pembangunan Daerah.



Pasal 98
(1) Tahapan penyusunan usulan anggaran,  Dekonsentrasi d a n  Tu g a s  •

Pembantuan dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
a. inventarisasi usu lan  Anggaran Pendapatan d a n  Belanja Negara

dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
b. penyusunan rancangan usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan;
c. penyeleksian dan kaj ian usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan pada masing-masing bidang;
d. penyampaian usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
e. mengikut i  proses pembahasan usulan pada Musrenbang Nasional.

(2) -Mekanisme pembahasan usu lan  kegiatan dekonsentrasi d a n  tugas
pembantuan Pasca Musrenbang Nasional:
a. setelah Gube rnu r  mener ima pemberitahuan mengenai  l i n g k u p

urusan p e m e r i n t a h a n  y a n g  a k a n  d i l i m p a h k a n  d a n
ditugaspembantuankan d a r i  Kementer ian/Lembaga,  S K P D
berkoordinasi d e n g a n  Kementer ian/Lembaga d a l a m  r a n g k a
penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga
(RKA-KL) kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

b. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan
Kerja (SAPSK) disampaikan o leh SKPD melalu i  Bappeda kepada
Kementrian/ Lembaga;

c. Kementrian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan
menjadi SAPSK kepada Gubernur;

d. setelah menerima RKA-KL, Gubernur  menetapkan p a r a  pejabat
pelaksana k e g i a t a n  s e r t a  m e n y a m p a i k a n n y a  k e p a d a
Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan; dan

e. RKA-KL sebagaimana dimaksud pada hu ru f  c  diberitahukan oleh
Gubernur kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD.

BAB V1X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH
Paragraf 1

Umum

Pasal 99
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan
untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan d a n  bas i l  rencana

pembangunan daerah;
b. konsistensi an tara  RPJP Daerah dengan RPJP Nasional d a n  RTRW

Nasional;
c. konsistensi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah dan RTRW Daerah;
d. konsistensi antara RKPD dengan RPJM Daerah; dan
e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja

yang telah ditetapkan.

Pasal 100
Gubernur 'melakukan pengendalian terhp.dap perencanaan pembangunan
Daerah dan antar Kabupaten/Kota.



Pasal 101
Pengendalian d a n  evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, meliputi:
a. pengendalian d a n  e v a l u a s i  t e r h a d a p  k e b i j a k a n  p e r e n c a n a a n

pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

• P a r a g r a f  2
Pengendalian. dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup

Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi

Pasal 102
Pengendalian dan  evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
lingkup provinsi, antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal.
101 huruf•a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang,
jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 103
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perenc,anaan pembangunan jangka

panjang daerah l ingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal
sampai dengan RPJP Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 104
(1) Kepala Bappeda provinsi  melaksanakan pengendalian d a n  evaluasi

kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah l ingkup
provinsi dan antar kabupaten/kota.

(2) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasi l  pengendalian dan evaluasi
perumusan kebi jakan perencanaan pembangunan j angka  pan jang
daerah lingkup provinsi kepada Gubernur.

(3) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah l ingkup
provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2). •

(4) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka
panjang daerah antarkabupaten/kota menggunakan hasil pengendalian
dan evaluasi kebi jakan perencanaan pembangunan jangka panjang
daerah lingkup kabupaten/kota berkenaan.

(5) Dalam hal  evaluasi dan has i l  pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  ( 4 )  d i t e r n u k a n  a d a n y a
ketidalthesuaian/penyimpangan, Gube rnu r  me la lu i  Kepala  Bappeda
provinsi menyampaikan rekomendasi d a n  langkah penyempurnaan
untuk ditindaklanjuti. oleh Bupati/Walikota.

(6) Bupati/Walikota menyampaikan h a s i l  t i n d a k l a n j u t  sebagaimana
dimaksud pada ayat  (4) kepada Gubernur melalui  Kepala Bappeda
provinsi.



Pengendalian te rhadap keb i jakan  perencanaan pembangunan j a n g k a
menengah daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,
mencakup kebi jakan perencanaan strategis SKPD d a n  RPJM Daerah
Provinsi.

Pasal 106
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, mencakup perumusan visi dan
misi,. strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan melalui
pemantauan dan  supervisi mu la i  dan t ahap  penyusunan rancangan
sampai dengan Renstra SKPD provinsi ditetapkan.

(3) Hasi l  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan u n t u k  mengevaluasi d a n  memastikan bahwa perumusan
kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi, telah berpedoman pada
RPJM Daerah provinsi serta memperhatikan hasi l  kaj ian lingkungan
hidup strategis.

Pasal 107
(1) Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan perencanaan strategis SKPD provinsi.
(2) Dalam hal  evaluasi dan has i l  pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 0 6  a y a t  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepa la  S K P D  p rov ins i  me lakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur
melalui Kepala Bappeda provinsi.

Pasal 1O8
(1) Kepala ,Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasi l

evaluasi kebijakan perencanaan strategi SKPD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3).

(2) Dalam hal  evaluasi dan has i l  pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud p a d a  a y a t  ( 1 ) ,  d i t e m u k a n  a d a n y a  ket idaksesuaian/
penyimpangan, Kepala Bappeda provinSi menyampaikan rekomendasi
dan langkah, penyempurnaan un tuk  ditindakianjuti oleh Kepala SKPD
provinsi.

(3) Kepala SKPD provinsi  menyampaikan has i l  t indaklanjut  perbaikan/
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
Bappeda. provinsi.

Pasal 1O9
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah

jangka menengah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan,
kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas
yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dan tahap penyusunan rancangan awal
c a m n a i  d e r y  cra ri R P .  TM n o  Ara 1-1 T-vrrvcr; c - ;  A  ;4-,:yi-,3



(3) Hasi l  pemantauan dart supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan u n t u k  mengevaluasi dan  memastikan bahwa perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi, telah
berpedoman pada RPJP Daerah dan  RTRW provinsi, mengacu pada
RPJM Nasional.

Pasal 11O
(1) Kepala•Bappeda provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup
provinsi.

(2) Dalam hal  evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimakstid d a l a m  P a s a l  1 0 9  a y a t  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil  pengendalian dan evaluasi
terhadap keb i jakan perencanaan pembangunan j a n g k a  menengah
daerah provinsi kepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup
provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah,  sebagai  l amp i ran  d a r i  s u r a t  permohonan
konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 111
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102,  mencakup perumusan v is i  d a n  mis i ,  strategi d a n  a rah
kebijakan, kebi jakan u m u m  d a n  program, s e r t a  ind ikas i  rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan  indikator
kinerja daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dan tahap penyusunan rancangan awal
sampai dengan RPJM Daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

(3) Hasil  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan u n t u k  mengevaluasi dan  memastikan bahwa perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan j a n g k a  menengah d a e r a h
antarkabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW..
kabupaten/kota masing-masing, mengacu p a d a  RPJM Daerah d a n
memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 112
(1) Kepala Bappeda provinsi  melaksanakan pengendalian d a n  evaluasi

terhadap keb i jakan perencanaan pembangunan j a n g k a  menengah
daerah antarkabupaten/ kota.

(2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka
menengah • daerah  an ta rkabupaten /ko ta ,  m e n g g u n a k a n  h a s i l
pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka



(3) Dalam hal  evaluasi clan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud d a l a m  P a s a l  1 1 1  a y a t ,  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernu r  me la lu i  Kepa la  Bappeda
provinsi menyampaikan rekomendasi d a n  langkah penyempurnaan
untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Warikota.

(4) Bupati/Walikota menyampa ikan  h a s i l  t i n d a k l a n j u t  p e r b a i k a n t  •
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur
melalui Kepala Bappeda provinsi.

Pasal 113
Pengendalian .terhadap kebi jakan perencanaan pembangunan tahunan
daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, mencakup
perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD provinsi.

Pasal 114
(1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud

dalam: Pasal 11 3  mencakup tu juan,  sasaran, rencana program dan
kegiatan ser ta indikator kinerja, kelompok sasaran d a n  pendanaan
indikatif SKPD.

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan me la l u i  pemantauan d a n  superv is i  m u l a i  d a r i  t a h a p
penyugunan rancangan sampai dengan Renja SKPD provinsi ditetapkan.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dapat menjamin perumusan tu juan,  sasaran, rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan
indikatif dalam Renja SKPD, berpedoman pada rencana program dan
kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta
selaras dengan Renstra SKPD.

(4) Hasi l  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan u n t u k  mengevaluasi dan  memastikan bahwa perumusan
kebijakan Renja SKPD provinsi te lah berpedoman pada RKPD d a n
Renstra SKPD.

Pasal 115
(1) Kepala SKPD provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan penyusunan Renja SKPD provinsi.
(2) Dalam hal  evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 1 4  a y a t  ( 4 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, k e p a l a  S K P D  k a b u p a t e n / k o t a
melakukan tindakan. perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala S K P D  menyampaikan l a p o r a n  h a s i l  eva luas i  keb i j akan
perencanaan sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (2)  kepada Kepala
Bappeda provinsi.

Pasal 116
(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasi l

evaluasi kebi jakan penyusunan Renja SKPD provinsi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3).

(2) Dalam hal  evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud d a l a m  P a s a l  1 1 4  a y a t  ( 4 ) ,  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, K e p a l a  B a p p e d a  p r o v i n s i
menyampaikan rekomendasi d a n  l angkah  penyempurnaan u n t u k
ditindakianjuti oleh Kepala SKPD provinsi.
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Pasal 117
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan

daerah l ingkup  provinsi  sebagaimana dimaksud da lam Pasal 11 3 ,
mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program,
lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dan tahap penyusunan rancangan awal
sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(3) Hasi l  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan u n t u k  mengevaluasi dan  memastikan bahwa perumusan
kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJM Daerah provinsi
dan mengacu pada RKP.

Pasal 118
(1.) Kepala Bappeda provinsi  melaksanakan pengendalian d a n  evaluasi

kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi.
(2) Dalam hal  evaluasi dari  hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana •

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 1 6  a y a t  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a -
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan t indakan
perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda  p r o v i n s i  me laporkan  h a s i l  eva luas i  keb i j akan
pembangunan tahunan daerah provinsi kepada Gubernur.

Pasal 119
(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan

daerah antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,
mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program dan
kegiatan prioritas daerah.

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan me la l u i  pemantauan d a n  superv is i  m u l a i  d a n  t a h a p
penyu6unan rancangan awal  sampai dengan RKPD kabupaten/kota
masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

(3) Hasil  pemanta.uan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan u n t u k  mengevaluasi dan  memastikan bahwa perumusan
kebijakan RKPD antarkabupaten/kota telah berpedoman pada RPJM
Daerah kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKP Daerah
provinsi.

Pasal 120 .
(1) Kepala Bappeda provinsi  melaksanakan. pengendalian d a n  evaluasi

terhadap keb i j akan  perencanaan pembangunan t a h u n a n  d a e r a h
antarkabupaten/kota.

(2) Dalam hal  evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud d a l a m  P a s a l  1 1 9  a y a t  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernu r  me la lu i  Kepa la  Bappeda
provinsi menyampaikan rekomendasi d a n  langkah penyempurnaan
untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

(3) Bupati/Walikota menyampaikan h a s i l  t i n d a l d a n j u t  sebagaimana
dimaksud pada ayat  (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda
provinsi.



Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi, Antar Kabupaten/Kota Dalam
Wilayah Provinsi

Pasal 121
Pengendalian d a n  evaluasi pelaksanaan. rencana pembangunan daerah
lingkup provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 huruf  ,b, meliputi pelaksanaan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD.

Pasal 122
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah l ingkup provinsi

sebagaimana d imaksud d a l a m  Pasal  1 2 1 ,  mencakup pelaksanaan
sasaran p o k o k  d a n  a r a h  keb i jakan u n t u k  mencapai  m i s i  d a n
mewujudkan visi penrAbangun.an jangka panjang daerah provinsi.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dapat menjamin sasaran pokok d a n  a r a h  kebijakan pembangunan
jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan
visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Daerah provinsi.

(4) Hasi l  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan u n t u k  mengevaluasi d a n  memastikan bahwa vis i ,  m is i ,
sasaran pokok  d a n  a r a h  kebi jakan pembangunan jangka panjang
daerah, telah dilaksanakan melalui RPJM Daerah provinsi.

Pasal 123
(1) Kepala Bappeda provinsi  melaksanakan pengendalian d a n  evaluasi

pelaksanaan RPJP Daerah lingkup provinsi.
(2) Dalam hal  evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  •  Pasal 1 2 2  a y a t  ( 4 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan.
tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala. Bappeda provinsi melaporkan hasil  pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJP Daerah lingkup provinsi kepada Gubernur.

Pasal 124
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah antarkabupaten/ kota

sebagaimana d imaksud d a l a m  Pasa l  1.21 mencakup  pelaksanaan
sasaran p o k o k  d a n  a r a h  keb i jakan u n t u k  mencapai  m i s i  d a n
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah masing-masing
kabupatentkota.

(2) Pengendalian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), d i lakukan melalui  pemantauan dan  supervisi pelaksanaan RPJP
Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dapat menjamin sasaran pokok  dan  a r a h  kebi jakan pembangunan
jangka .panjang daerah  kabupaten/kota,  t e l a h  dipedomani d a l a m
merumuskan penjelasan visi, misi,  tu juan dan sasaran RPJM Daerah
kabupaten/kota masing-masing.

(4) Hasil  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan u n t u k  mengevaluasi d a n  memastikan bahwa vis i ,  m is i ,
sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah,
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Pasal 125
(1) Kepala Bappeda provinsi  melaksanakan' pengendalian d a n  evaluasi

terhadap pelaksanaan RPJP Daerah antarkabupaten/kota.
(2) Dalam hal  evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 2 4  a y a t  ( 4 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernu r  me la lu i  kepa la  Bappeda
provinsi menyampaikan rekomendasi d a n  langkah penyempurnaan
untuk ditindaldanjuti oleh Bupati/Walikota.

(3) Bupati/Walikota menyampaikan h a s i l  t i n d a k l a n j u t  sebagaimana
dimaksud pada ayat  (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda
provinsi.

Pasal 126
Pengendalian dan  evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah l ingkup
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, mencakup pelaksanaan
Renstra SKPD, dan RPJM Daerah Provinsi.

Pasal. 127
(1) Pengendalian pelaksanaan R e n s t r a  S K P D  p r o v i n s i  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 126, mencakup indikator kinerja SKPD provinsi,
rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta
visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD provinsi.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi.

(3) Hasil  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja
SKPD ;provinsi,  r e n c a n a  program,  keg ia tan ,  k e l o m p o k  sasaran,
pendanaan indikatif  serta visi, misi, tu juan dan sasaran Renstra SKPD
provinsi telah dilaksanakan melalui Renja SKPD provinsi.

Pasal 128
(1) Kepala S K P D  p r o v i n s i  m e l a k u k a n  pengendal ian d a n  eva luas i

pelaksanaan Renstra SKPD provinsi.
(2) Dalam hal  evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 2 7  a y a t  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, k e p a l a  S K P D  p rov ins i  me lakukan
tindakan perbaikan /penyempurnaan.

(3) Kepala SKPD provinsi  melaporkan has i l  pengendalian d a n  evaluasi
pelaksanaan Renstra SKPD provinsi kepada Gubernur melalui kepala
Bappeda provinsi.

Pasal 129
(1) Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD provinsi sebagaimana dimaksud
dalam .Pasal 128 ayat (3), sebagai bahan'  evaluasi pelaksanaan RPJM
Daerah provinsi.

(2) Dalam hal  evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi.
pelaksanaan Rentra SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui
kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaldanjuti oleh Kepala SKPD provinsi.

(3) Kepala S K P D  p r o v i n s i  m e n y a m p a i k a n  h a s i l  t i n d a k l a n j u t
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada



Pasal 130
(1) Pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah lingkup provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 126, mencakup program pembangunan daerah
dan ind ikas i  rencana program pr ior i tas  y a n g  diser ta i  kebutuhan
pendanaan.

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1 ) ,
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJM Daerah
provinsi.

(3) Hasi l  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),.
digunakan u n t u k .  rnengevaluasi d a n  memast ikan b a h w a  program
pembangunan daerah d a n  indikasi  rencana program priori tas yang
disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah,
telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi.

Pasal 131
(1) Kepala • Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian d a n  evaluasi

pelaksanaan RPJM Daerah provinsi.
(2) Dalam hal  -evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  a y a t  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah lingkup provinsi kepada Gubernur.

Pasal 132
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah antar kabupaten/kota

sebagaimana d i m a k s u d  . dalam P a s a l  1 2 0 ,  m e n c a k u p  p r o g r a m
pembangunan daerah d a n  indikasi  rencana program priori tas yang
disertai kebutuhan pendanaan.

(2) Pengendalian pelaksanaan R P J M  D a e r a h  a n t a r  kabupaten /ko ta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan melalui pemantauan
dan supervisi pelaksanaan RPJM Daerah kabupaten/kota.

(3) Hasi l  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan u n t u k  mengevaluasi d a n  memast ikan b a h w a  program
pembangunan d a n  indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah
dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 133
(1) Kepala 'Bappeda provinsi  melaksanakan pengendalian d a n  evaluasi

pelaksanaan RPJM Daerah antarkabupaten/kota.
(2) Dalam hal  evaluasi dan has i l  pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 3 2  a y a t  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Gube rnu r  me la lu i  kepa la  Bappeda
provinsi m e n y a m p a i k a n  r e k o m e n d a s i  d a n  l a n g k a h - l a n g k a h
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

(3) Bupati/Walikota menyampaikan h a s h '  t i n d a l d a n j u t  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi.

Pasal 134 •
Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD l ingkup provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 mencakup Renja SKPD provinsi dan  RKPD



Pasal 135
(1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 134 mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif
serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui
pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD provinsi.

Pasal 136
(1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), harus dapat menjamin agar program
dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator
kinerja serta kelompok sasaran te lah disusun k e  dalam RKA-SKPD
provinsi.

(2) Hasi l  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan un tuk  mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan
kegiatan, lokasi,  dana  ind ikat i f  yang disusun k e  dalam RKA-SKPD
provinsi sesuai dengan. Renja SKPD provinsi.

Pasal 137 .
(1) Kepala S K P D  prov ins i  melaksanakan pengendalian d a n  evaluas i

pelaksanaan Renja SKPD provinsi.
(2) Dalam hal  evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana.

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 3 6  a y a t  ( 2 )  d i t e m u k a n  a d a n y a .
ketidaksesuaian/penyimpangan, K e p a l a  S K P D  p rov ins i  mengambi l
langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD provinsi sesuai
dengan Renja SKPD provinsi.

(3) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan hasi l  pemantauan dan
supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134  aya t  (2) kepada
Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi:

Pasal 138'
(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasi l

pemantauan d a n  supervisi pelaksanaan Renja SKPD provinsi  yang
disampaikan. oleh Kepala SKPD provinsi.

(2) Dalam. hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimalthud p a d a  a y a t  ( 1 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernu r  me la lu i  Kepala  Bappeda
provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan RICA-
SKPD provinsi untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD provinsi.

(3) Kepala S K P D  p r o v i n s i  m e n y a m p a i k a n  h a s i l  t i n d a k l a n j u t
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Gubernur melalui Bappeda provinsi.

Pasal 139
(1) Pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 3 4  mencakup prior i tas d a n  sasaran pembangunan tahunan
daerah, rencana program dan  kegiatan prioritas daerah, serta pagu
indikatif.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi.
Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang
ditetapkan da lam RKPD di jadikan pedoman penyusunan rancangan

(2)

(3)



(4) Hasi l  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan un tuk  mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan
sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan
KUA, PPAS dan APBD provinsi.

Pasal 14O
(1) Kepala Bappeda provinsi  melaksanakan pengendalian d a n  evaluasi

pelaksanaan RKPD provinsi.
(2) Dalam hal  evaluasi dan has i l  pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 3 9  a y a t  ( 3 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda provinsi melakukan
perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
provinsi kepada Gubernur.

Pasal 141
(1) Pengendalian t e r h a d a p  pe laksanaan R K P D  antarkabupaten/kota

sebagaimana dimaksud da lam Pasal  1 2 1  mencakup pr ior i tas d a n
sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program d a n
kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah
serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu
indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta APBD
kabupaten/kota masing-masing.

(4) Hasil  pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan un tuk  mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan
sasaran pembangunan tahunan daerah serta rencana program d a n
kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikat i f  telah disusun
kedalam rancangan KUA, PPAS d a n  APBD kabupaten/kota masing-
masing.

Pasal 142 •
(1) Kepala Bappeda p rov ins i  melakukar i  pengendalian d a n  evaluas i

pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota.
(2) Dalarn; hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 4 1  a y a t  ( 4 )  d i t e m u k a n  a d a n y a
ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernu r  me la lu i  Kepala  Bappeda
provinsi menyampaikan rekomendasi d a n  langkah penyempurnaan
untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

(3) BupatitWalikota menyampaikan h a s i l  t i n d a k l a n j u t  sebagaimana
dimaksud pada ayat  (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda
provinsi.

Paragraf 4
EvaWag' Terhadap Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi,

Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi
Pasal 143

Evaluasi terhadap hasi l  rencana pembangunan daerah l ingkup provinsi,
antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 h u r u f  c,



Pasal 144
(1) Evaluasi terhadap hasi l  RPJP Daerah l ingkup provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 143, mencakup sasaran pokok arah kebijakan
dan • pentahapan u n t u k  mencapa i  m i s i  d a n  mewu judkan  v i s i
pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (1),  d i lakukan mela lu i
penilaian hasil pelaksanaan RPJP Daerah lingkup provinsi.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud p a d a '  ayat (2),  d igunakan u n t u k
mengetahui:
a. realisasi antara sasaran pokok RPJP Daerah provinsi dengan capaian

sasaran RPJM Daerah provinsi; dan
b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJP Daerah provinsi dengan

arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
(4) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (3) ,  d i lakukan  u n t u k

memastikan bahwa v is i ,  m i s i  d a n  sasaran pokok  a r a h  kebi jakan
pembangunan jangka panjang daerah provinsi dapat dicapai, u n t u k
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kal i  dalam 5 (lima) tahun
dengan menggunakan evaluasi hasil RPJM Daerah provinsi.

Pasa1.145
(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJP

Daerah lingkup provinsi.
(2) Dalam ha l  evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di temukan

adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, K e p a l a  Bappeda  p r o v i n s i
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasi l  evaluasi RPJP Daerah provinsi digunakan sebagai bahan bagi
penyusunan RPJP Daerah provinsi untuk periode berikutnya.

(4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap has i l  RPJP
Daerah provinsi kepada Gubernur.

(5) Gubemur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Menteri Dalam. Negeri.

Pasal 146
(1) Evaluasi terhadap hasil RPJP Daerah antarkabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 143 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan
pentahapan un tuk  mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (1),  d i lakukan mela lu i
penilaian hasil pelaksanaan RPJP Daerah antarkabupaten/kota.

(3) Penilaian sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (2)  d igunakan u n t u k
mengetahui:
a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJP

Daerah kabupaten/kota dengan capaian sasaran RPJM Daerah
kabupaten/kota masing-masing; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJP Daerah
kabupaten/kota m a s i n g - m a s i n g  d e n g a n  a r a h  k e b i j a k a n
pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

(4) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  •ayat (3) ,  d i lakukan  u n t u k .
memastikan bahwa  v is i ,  m i s i  d a n  sasaran p o k o k  a r a h  kebijakan'
pembangunan j a n g k a  p a n j a n g  d a e r a h  kabupa ten /ko ta  m a s i n g -
masing,dapat dicapai u n t u k  mewujudkan v is i  pembangunan jangka
panjang daerah provinsi.



(5) Evaluasi dilaksanakan pal ing sedik i t  1  (satu) k a l i  da lam 5  (l ima)
tahundengan menggunakan hasi l  evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah
kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 147
(1) Gubernur melalu i  Kepala Bappeda provinsi  melaksanakan evaluasi

terhadap hasil RPJP Daerah antarkabupaten/kota.
(2) Hasi l  evaluasi sebagaimana dimaksud .pada aya t  (1),  disampaikan

kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RPJP Daerah pada
periode berikutnya. •
Kepala Bappeda provinsi  melaporkan has i l  evaluasi RPJP Daerah.
antarkabupaten/kota sebagaimana diniaksud pada  aya t  (2) kepada
Gubernur.

(3)

Pasal 148
(1) Evaluasi terhadap hasi l  RPJM Daerah l ingkup provinsi sebagaimana

dimaksud da lam Pasal  1 4 3 ,  mencakup ind ikas i  rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan u n t u k  mencapai misi ,
tujuan d a n  sasaran, da lam upaya mewujudkan v i s i  pembangunan
jangka menengah daerah lingkup provinsi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada  aya t  (1),  d i lakukan mela lu i
penilaian hasil pelaksanaan RPJM Daerah provinsi.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada  aya t  (2),  d igunakan u n t u k
mengetahui:
a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan

RPJM Daerah provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan
prioritas daerah dalam RKPD provinsi; dan

b. realisasi a n t a r a  capaian rencana  program d a n  pr io r i tas  y a n g
direncanakan dalam RPJM .Daerah provinsi dengan sasaran pokok dan
prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJM Nasional.

(4) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a .  ayat (3) ,  d i l akukan  u n t u k
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah daerah provinsi  dapa t  dicapai  u n t u k  mewujudkan v i s i
pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka
menengah nasional.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kal i  dalam 5 (lima) tahun
dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi.

Pasal 149
(1) Kepala lBappeda provinsi melaksanakan evaluasi hasi l  RPJM Daerah

lingkup provinsi. .
(2) Dalam ha l  evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di temukan

adan.ya ketidaksesuaian/penyimpangan, K e p a l a  Bappeda  p r o v i n s i
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasi l  evaluasi RPJM Daerah provinsi digunakan sebagai bahan bagi
penyusunan RPJM Daerah provinsi untuk periode berikutnya.

(4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap has i l  RPJM
Daerah provinsi kepada Gubernur.



Pasal 150
(1) Evaluasi t e r h a d a p  h a s i l  R P J M  D a e r a h  an ta rkabupaten /ko ta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, mencakup indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai
misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan
jangka menengah daerah antar kabupaten/kota.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (1),  d i lakukan mela lu i
penilaian has i l  pelaksanaan RPJM Daerah kabupaten/kota masing-
masing.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada  aya t  (2),  d igunakan u n t u k
mengetahui :
a. realisasi a n t a r a  r e n c a n a  p r o g r a m  p r i o r i t as  d a n  k e b u t u h a n

pendanaan RPJM Daerah kabupaten/kota masing-masing dengan
capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD
kabupaten/kota masing-masing; dan

b. realisasi a n t a r a  capaian rencana . program d a n  pr ior i tas  y a n g
direncanakan dalam RPJM Daerah kabupaten/kota masing-masing
dengan sasaran pokok RPJP Daerah kabupaten/kota masing-masing,
serta dengan pr ior i tas dan sasaran pembangunan daerah jangka
menengah provinsi.

(4) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (3) ,  d i l akukan  u n t u k
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi
pembangunan jangka  panjang kabupaten/kota masing-masing d a n
sasaran pembangunan daerah jangka menengah daerah provinsi.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kal i  dalam 5 (lima) tahun
dengan menggunakan h a s i l  evaluasi  h a s i l  RKPD kabupaten/kota
masingrmasing.

Pasal 151
(1) Gubernur mela lu i  kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi

terhadap hasil RPJM Daerah antarkabupaten/kota.
(2) Hasil  evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Bupati/Walikota s e b a g a i  b a h a n  p e n y u s u n a n  R P J M  D a e r a h
kabupaten/kota masing-masing pada periode berikutnya.

(3) KepalaBappeda prov ins i  melaporkan h a s i l  evaluasi  R P J M  Daerah
antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada  aya t  (2) kepada
Gubernur.

Pasal 152
Evaluasi terhadap hasi l  rencana pembangunan tahunan daerah l ingkup
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 mencakup hasi l  Renja
SKPD provinsi dan hasil RKPD provinsi.

• Pasa1153
(1) Evaluasi terhadap hasi l  Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 152, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada  a y a t  (1), d i lakukan mela lu i
penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD provinsi.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (2),  d igunakan u n t u k
mengetahui realisasi pencapaian target  indikator  kinerja, kelompok
sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.



(4) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (3) ,  d i lakukan  u n t u k
memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi
dan penyerapan dana indikati f  kegiatan Renja SKPD provinsi dicapai,
untuk mewujudkan visi, misi Renstra SKPD provinsi serta prioritas dan
sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi.

(5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD provinsi di lakukan setiap tr iwulan
dalam tahun anggaran berjalan:

Pasal 154
(1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap has i l  Ren ja  SKPD

provinsi.
(2) Dalam h a l  h a s i l  evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1) ,

ditemukan a d a n y a  ketidaksesuaian./penyimpangan, K e p a l a  S K P D
provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

(3) Hasi l  evaluasi Renja SKPD provinsi menjadi bahan penyusunan Renja
SKPD provinsi untuk tahun berikutnya.

(4) Kepala S K P D  p r o v i n s i  menyampaikan  l a p o r a n  h a s i l  e v a l u a s i
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala
Bappeda provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 155
(1) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi

Renja SKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4).
(2) Dalam ; hal  h a s i l  evaluasi sebagainiana d imaksud p a d a  a y a t  (1) ,

ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui
Kepala B a p p e d a  m e n y a m p a i k a n  r e k o m e n d a s i  d a n  l a n g k a h
penyempurnaan untuk ditindaklanjUti oleh kepala SKPD provinsi.

(3) Kepala S K P D  p r o v i n s i  m e n y a m p a i k a n  h a s i l  t i n d a l d a n j u t
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi.

• P a s a l  156
(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 143, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1)  d i lakukan  me la lu i
penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi..

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada  aya t  (2),  d igunakan untuk•-
mengetahui:
a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam

RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan
kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam. RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

(4) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (3 ) ,  d i lakukan  u n t u k
memastikan bahwa  target  rencana program, lokas i ,  d a n  kegiatan
prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan•
visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi d a n  mencapai
sasaran pembangunan tahunan nasional.

(5) Evaluasi di laksanakan set iap t r iwu lan  dengan menggunakan has i l
evaluasi hasil Renia SKPD nrovinsi.



Pasal 157
(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan, evaluasi terhadap hasil RKPD.

provinsi.
(2) Dalam ha l  evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan

adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, K e p a l a  Bappeda  p r o v i n s i
melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

(3) Hasi l  evaluasi RKPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan.
RKPD provinsi untuk tahun berikutnya.

(4) Kepala Bappeda provinsi melaporkan • evaluasi terhadap has i l  RKPD
provinsi kepada Gubernur.

(5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 158
(1) Evaluasi te rhadap h a s i l  RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana

dimaksud d a l a m  P a s a l  1 4 3 ,  m e n c a k u p  p r i o r i t as  d a n  sasa ran
pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1)  d i lakukan  mela lu i
penilaian hasil pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.

(3) Penilaian sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (2)  d igunakan u n t u k
mengetahui:
a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam

RKPD kabupaten/kota, dengan capaian indikator kinerja program,
lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota
masing-masing; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalarn R K P D  kabupaten/ko ta  dengan  l apo ran  real isas i  A P B D
kabupaten/kota masing-masing.

(4) Evaluasi sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  ( 3 )  d i l akukan  u n t u k
memastikan bahwa  target  rencana program, lokasi ,  d a n  kegiatan
prioritas daerah da lam RKPD kabupaten/kota dapat  dicapai u n t u k
mewujudkan v i s i  p e m b a n g u n a n  j a n g k a  m e n e n g a h  d a e r a h
kabupaten/kota, d a n  mencapa i  sasa ran  pembangunan t a h u n a n
nasional.

(5) Evaluasi di laksanakan set iap t r iwu lan  dengan menggunakan has i l
evaluaii pelaksanaan RKPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 1.59
(1) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD

antar Kabupaten/Kota.
(2) Hasi l  evaluasi has i l  RKPD sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1),

disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RKPD
kabupaten/kota masing-masing untuk tahun berikutnya.

(3) Kepala B a p p e d a  p r o v i n s i  m e l a p o r k a n  h a s i l  e v a l u a s i  R K P D
antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada  aya t  (2) kepada
Gubernur.

Pasal 160
Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai has i l  evaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat, sesuai.
ketentuan neraturan nerundang-undangan.



BAB VIII
PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 161
(1) Masyarakat, b a i k  pe ro rangan  m a u p u n  k e l o m p o k  m e l a k u k a n

pengawasan terhadap perencanaan d a n  pelaksanaan pembangunan
daerah.

(2) Pengawasan masyarakat harus dilakukan secara objektif, proporsional
dan tidak diskriminatif.

Pasal 162
(1) Masyarakat b a l k  perorangan maupun  kelompok dapat  melaporkan

kepada Gubernur program dan kegiatan yang dianggap t idak sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Laporan dan/atau aduan masyarakat diregister dalam buku  register
yang disiapkan khusus untuk laporan dan/atau aduan masyarakat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan
data dan informasi yang akurat.

(4) Gubernur  atau pejabat yang ditunjuk untuk i tu wajib menindaldanjuti
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pal ing lambat 30 (tiga
pull:1h) hari sejak diterima.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan t indak
lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
UPAYA HUKUM

Pasal 163
(1) Dalam h a l  Gubernur  t i d a k  menindaldanjut i  laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 162 maka  p ihak yang berkepentingan dapat
mengajukan keberatan kepada Gubernur.

(2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima maka
dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) har i  keberatan dimaksud
sudah diproses, dan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) ha i l
Gubernur sudah mengeluarkan keputusan.

Pasta 164
(1) Dalam hal keputusan tentang keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 163 ayat  (2) menerima keberatan maka dalam tenggang waktu
paling 4u-nbat 7 (tujuh) hari, objek keberatan harus disesuaikan dengan
diktum keputusan gubernur.

(2) Dalam hal  keberatan ditolak, pihak yang berkepentingan sebagaimana
dimakSud dalam. Pasal 163 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 165
Rencana pembangunan Daerah hanya dapat diubah apabila:
a. h a s i l  pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan

dan substansi yang dirumuskan, t i dak  sesuai dengan tahapan dan
t a f a n a r a  n a n Y r t 1 e t t n a n  r a n n a n a  r u a r n  h a  i n n  t i  i i a o r a h  Q p h a  a a i r n a  t a n  v r a n a



b. h a s i l  pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, t idak  sesuai sebagaimana yang diatur  dalam peraturan
perundang-undangan;

c. t e r j ad i  perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan Nasional dan/atau Daerah.

Pasal 166
RPJP Daerah dan RPJM Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 167
Dalam hal pelaksanaan RPJP Daerah dan RPJM Daerah terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran
akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan
RPJP Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 168
RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
dalam tahun berjalan.

Pasal 169
(1) Perubahan RKPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 168 ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur.
(2) Gubernur Menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD

Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan penyampaian
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD provinsi tahun .
berkenaan untuk dievaluasi.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 170
Gubernur me laksanakan  p e m b i n a a n  d a n  pengawasan  t e r h a d a p
perencanaan, pengendalian d a n  evaluasi pembangunan daerah l ingkup
provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 171
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 meliputi pemberian

pedorrian, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

perencanaan, pengendal ian,  d a n  eva luas i  pelaksanaan r e n c a n a
pembangunan daerah.

(3) Pembetian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah y a n g  di laksanakan secara berka la
dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pendidikan d a n  pelat ihan sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1) ,
dilaksanakan b a g i  b u p a t i / w a k i l  b u p a t i ,  wa l i ko ta /wak i l  wa l iko ta ,
pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota serta aparatur pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota.



Pasal 172
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan terhadap
pelaksanaan d a r i  peraturan perundang-undangan d a l a m  penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup provinsi
dan kabupaten / kota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173
Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap
berlaku sarnpai ditetapkannya rencana pembangunan Daerah baru yang
disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini..

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah d e n g a n  penempatannya da lam Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30  Desember 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2011

pKEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR: 30



Pasa1 172
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan terhadap
pelaksanaan d a r i  peraturan perundang-undangan da lam penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup provinsi
dan kabupaten/kota.

BAB M I
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173
Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap
berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan Daerah baru yang
disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah i n i  dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30  Desember 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2011

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH

LEMBARAN DAERAH PROV1NSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR: 30



Pasal 172
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan terhadap
pelaksanaan dar i  peraturan perundang-undangan dalam penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah lingkup provinsi
dan kabupaten/kota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173 •
Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap
berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan Daerah baru yang
disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah i n i  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30  Desember 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH;

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2011

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH

LEMBARAN: DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR: 30



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 0  TAHUN 2011

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. U M U M

A. Dasar Pemikiran

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan d i  daerah telah
dilaksanakan secara Otonom. Daerah diberikan kewenangan yang luas,
nyata; d a n  bertanggung jawab u n t u k  melaksanakan pembangunan,
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk
mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut, berbagai peraturan
telah dikeluarkan Pemerintah, salah satunya adalah Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan.

Dasar pemikiran atas diterbitkannya Undang-undang ini berdasar
pada pertimbangan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada
daerah memer lukan  koord inas i  d a n  penga tu ran  u n t u k  l e b i h
mengharmoniskan d a n  m e n y e l a r a s k a n  p e m b a n g u n a n ,  b a i k
pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan
antardaerah. Namun sistem perencanaan pembangunan nasional tidak
mengatur s e c a r a  l e b i h  d e t i l  baga imana  s i s t e m  perencanaan
pembangunan di daerah seharusnya disusun dan diberlakukan.

Olehnya, kedua Peraturan diatas telah memberikan landasan bagi.
penyusunan regulasi sebagai payung bagi perencanaan pembangunan
di daerah. Penegasan hal tersebut dapat ditemukan pada pasal 150 UU
No. 32  tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "Dalam rangka
penyelenggaraan p e m e r i n t a h a n  d a e r a h  d i s u s u n  pe rencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional".

Dengan demik ian,  u n t u k  l e b i h  men jamin  terselenggarannya
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien berdasarkan kewenangan
daerah Provinsi, tugas pembantuan Gubernur, kesesuaian hubungan
antarsusunan d a n  antarpemer in tahan d a e r a h ,  p o t e n s i  d a n
keanekaragaman daerah, maka diperlukan sebuah Sistem Perencanaan
Pembangunan d i  t ingkat Provinsiyang kiranya dapat menjadi acuan
bagi daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perencanaan
Pembangunan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan d i  atas, p e r l u  dibentuk Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah.



B. Maksud dan Tujuan
I .  Maksud
Perda t e n t a n g  s i s t e m  perencanaan pembangunan  D a e r a h
dimaksudkan u n t u k  m e n j a d i  p e d o m a n  d a l a m  m e n y u s u n ,
menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta
mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang
berkelanjutan d a n  membentuk sua tu  s ik lus  perencanaan yang
utuh.

2. Tujuan
Perda tentang sistem perencanaan pembangunan Daerah bertujuan
untuk:
a. IVIew-ujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan
pembangunan, a n t a r d a e r a h ,  a n t a r r u a n g ,  a n t a r w a k t u ,
antarfungsi pemerintahan dan antarsusunan pemerintahan;

b. ,Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

c.. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

IL PASAL.DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal ;2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
. Yang dimaksud dengan "Transparan" yaitu membuka din terhadap
hak iasyarakat  un tuk  memperoleh informasi yang benar, ju jur,
dan t idak diskriminatif  tentang penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan per l indungan a t a s  h a k  asas i  pr ibad i ,
golongan, dan rahasia negara. •  ,
Yang dimaksud dengan "Responsif" ya i tu  dapat  mengantisipasi.
,berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
Yang d imaksud dengan "Efisien" y a i t u  pencapaian ke luaran
tertentu dengan masukan  terendah a t a u  masukan  terendah
dengan keluaran maksimal.
Yang dimaksud dengan "Efektif" merupakan kemampuan mencapai
target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses
vq-rify naling nntimal.



Yang dimaksud dengan "Akuntabel" yaitu setiap kegiatan dan hasil
akhir d a n  perencanaan pembangunan daerah  h a r u s  d a p a t
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemetang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "Partisipatir merupakan hak masyarakat
untuk t e r l i b a t  d a l a m  s e t i a p  p roses  t a h a p a n  perencanaan .
pembangunan daerah dan  bersifat ink lus i f  terhadap kelompok

• masyarakat r e n t a n  termarginalkan,  m e l a l u i  j a l u r  k h u s u s
komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat
yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

• Yang dimaksud dengan "Terukur" adalah penetapan target kinerja
yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
Yang d i m a k s u d  d e n g a n  "Be rkead i l an "  a d a l a h  p r i n s i p
keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan,gender dan usia.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Tata ruang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan
yang lebih luas, sehingga perencanaan tidak saling tumpang
tindih dengan alokasi ruang.

Ayat (3)
Huruf a

RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan
daerah.

Huruf b
RPJM Daerah memuat:
visi, misi,  dan program kepala daerah; arah kebijakan
keuangan d a e r a h ;  s t r a t e g i  pembangunan  d a e r a h ;
kebijakan umum; program SKPD; program lintas SKPD;
program kewilayahan; rencana ker ja  dalam kerangka
regulasi yang bersifat indikatif; dan rencana kerja dalam
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

RPJP Daerah merupakan terjemahan lebih lan ju t  dar i  v is i
daerah yang disusun oleh Gubernur/Walikota/ Bupati  pada
saat awal masa jabatarmya. .

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)



Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal $
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasa1.15
Cukup jelas

Pasal 16
• Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

. R e k a m a n  proses melalui tertulis dilakukan dengan menunjuk
pencatat/notulis yang handal dan professional.

Ayat (5)
• Pengumuman atas rancangan awal RPJP Daerah dilakukan

paling sedikit 1 (satu) media cetak lokal selama satu bulan
• b e r t u r u t - t u r u t .

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, l da r i f i kas i  d a n  kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
a. penajaman visi dan mini daerah;



b. penyelarasan s a s a r a n  p o k o k  d a n  a r a h  k e b i j a k a n
pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi
dan misi daerah;

c. penajaman .sasaran pokok pembangunan jangka panjang
daerah;

d. Idarif ikasi d a n  pena jaman  t a h a p a n  d a n  p r i o r i t a s
pembangunan jangka panjarig daerah; dan

e. membangun k o m i t m e n  b e r s a m a  a n t a r a  p e m a n g k u
kepentingan un tuk  mernpedomani RPJPD melaksanakan
pembangunan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
• F o r u m  d e n g a r  pendapat  p u b l i c  d i laksanakan sebe lum

pelaksanaan Musrenbang dan hasil Forum dengar pendapat
publik tersebut menjadi  sa lah s a t u  bahan  pertimbangan
dalam pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Sebelum diserahkan kepada DPRD, rancangan akh i r  RPJP •
Daerah sudah memuat hasil .konsultasi publ ik sebagaimana-
dimaksu.d pada ayat (3).

•Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
. C u k u p  jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Konsultasi un tuk  memperoleh saran pertimbangan meliputi
landasan h u k u m  penyusunan,  s is temat ika d a n  t e k n i s
penyusunan, konsistensi menindaldanjuti hasil musrenbang
RPJPD Provinsi, sinkronisasi d a n  sinergi  dengan RPJPN,
RTRW Provinsidan RPJPD dan RTRW Provinsi lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas



Pasa1.24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasa127
Ayat (1)

Penyebarluasan Perda tentang RPJP dilakukan oleh Gubernur
melalui Media cetak serta melalui  s t ruk tu r  pemerintahan
sampai tingkat terendah.

Ayat (2)
• P e r a n  dunia usaha dan masyarakat dalam penyebar luasan

Perda dapat berupa biaya cetak dan biaya distribusi.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Pengumuman a t a s  rancangan awa l  RPJM Daerah dapa t
dilakukan d i  dua media cetak lokal selama 1  (satu) bu lan
berturut-turut.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36



Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Konsultasi untuk memastikan pertimbangan landasan hukum
penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi
menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJM Daerah
Provinsi, s e r t a  sinkronisasi d a n  sinergitas, harmonisasi,.
keserasian, keselarasan dengan. RPJP Daerah Provinsi, RTRW
Provinsi, RPJM Nasional d a n  RPJM Daerah d a n  RTRW
Provinsi lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
' C u k u p  jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 4.4
Ayat (1)

Penyebarluasan Perda tentang RPJP Daerah dilakukan oleh
Gubernur me la lu i  M e d i a  c e t a k  s e r t a  me la l u i  s t r u k t u r
pemerintahan sampai tingkat terendah.

Ayat (2)
Peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyebar luasan
Perda dapat berupa biaya cetak dan biaya distribusi.

Pasal 4.5
Ayat (1)

a. Yang d imaksud  dengan  "V i s i ,  m i s i ,  t u j u a n ,  strategi ,
kebijakan, program d a n  kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan  fungsinya" adalah dirumuskan dalam
rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang
ditetapkan dalam RPJM Daerah.

b. Visi SKPD merupakan keadaan yang ing in  diwujudkan
SKPD pada akh i r  periode Renstra SKPD, sesuai dengan
tugas d a n  fungsi  yang sejalan dengan pernyataan v is i



c. Misi SKPD merupakan rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi,
dalam rangka mewujudkan visi SKPD.

d. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap
misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis,
dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai
dalam periode yang direncanakan.

e. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-
program indikatif, u n t u k  mencapai tu juan dalam rangka
melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD.

f. Kebijakan m e r u p a k a n  a r a h / t i n d a k a n  y a n g  h a r u s
dipedomani SKPD, da lam melaksanakan strategi u n t u k
mencapai tujuan Renstra SKPD.

g. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dirumuskan, u n t u k  mencapai
sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

h. Kegiatan merupakan bagian. dari program yang memuat
sekumpulan t indakan pengerahan sumberdaya sebagai
masukan. (input), u n t u k .  menghasilkan keluaran (output) .
dalam bentuk barang/jasa. .

1. Tugas d a n  fungs i  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Huruf a

Perumusan rancangan Renstra SKPD mencakup:
a. pengolahan data dan informasi;
b. anal is is  gambaran pelayanan SKPD Provinsi;
c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD

kabupaten/kota;
d. penelaahan RTRW Provinsi;
e. ana l is is  terhadap .dokumen hasil kajian lingkungan hidup

strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
Provinsi;

f. pe rumusan  isu-isu strategis;
g. perumusan visi dan misi SKPD Provinsi;
h. perumusan tu juan  pelayanan jangka menengah SKPD

Provinsi; •
i. pe rumusan  sasaran pelayanan jangka menengah SKPD

Provinsi;



j  mempe la ja r i  Surat Edaran Gubernur perihal penyusunan
rancangan Renstra SKPD Provinsi beserta lampirannya,
yaitu rancangan awal RPJM Daerah Provinsi yang memuat
indikator keluaran program dan pagu per-SKPD Provinsi;

k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD
Provinsiguna niencapai target k iner ja program prioritas
RPJMD ProVinsi yang menjadi tugas dan  fungsi SKPD
Provinsi;

1. pe rumusan  rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima)
tahun, termasuk lokasi kegiatan;

m. perumusan indikator kinerja SKPD Provinsi yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah Provinsi; dan

n. pelaksanaan forum SKPD Provinsi.
Huruf b
• C u k u p  jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal
CUkup jelas

Pasal 5O
Cukup jelas

Pasal 51
.Cukup jelas

Pasal 52
.Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
)Vat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
• C u k u p  jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat

Cukup jelas
Ayat (9)

Cukup jelas
Ayat ( 10)

Cukup jelas
Ayat (11)



Pasal 53
Ayat (1)
• H u r u f  a •

Rancangan kerangka ekonomi daerah, memuat gambaran
kondisi e k o n o m i ,  k e m a m p u a n  p e n d a n a a n  d a n
pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua)
tahun sebelumnya, dan untuk tahun yang direncanakan.

Huruf b
Program p r i o r i t a s  pembangunan d a e r a h ,  m e m u a t
program-program yang  berorientasi pada  pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang
berkelanjutan sebagai penjabaran d a r i  RPJMD p a d a
tahun yang direncanakan.

Huruf c
Rencana ke r ja  dan  pendanaan ser ta prakiraan ma ju
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan d a n
pagu indikatif  yang bersumber dari APBD Pasal 53 ayat
(2), memuat Program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai
perhitungan kebutuhan .dana bersumber d a r i  APBD
untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

Ayat (2)
• Sumber -sumber  l a i n  y a n g  d i tempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program dan kegiatan
pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian
sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam
bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan
teknologi.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 457
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59 ;
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61



Pasal 62
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Organisasi Non Pemerintahan adalah
lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan bersifat
independent seperti :  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Rakyat (OR), karang taruna serta lembaga kemasyarakatan
lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Pemangku Kepentingan yang  berasal dan organisasi non•.
pemerintahan, terdiri atas paling banyak 4 (empat) organisasi
yang memil ik i  kapasitas dan  pengalaman memadai dalam
perencanaan, pengorganisasian masya raka t ,  a d v o k a s i ,
memiliki perspektif gender, pengalaman dalam pengelolaan
konflik, dan keahlian lain yang dibutuhkan.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, k la r i f i kas i  d a n  kesepakatan,
mencakup:
a. program d a n  kegiatan pr ior i tas pembangunan daerah

Provinsidengan a r a h  kebijakan, pr ior i tas d a n  sasaran
pembangunan nas iona l  s e r t a  u s u l a n  p r o g r a m  d a n
kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;

b. usu lan  program d a n  kegiatan yang te lah disampaikan
masyarakat kepada  pemer intah dae rah  Provinsipada
musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/a tau  sebelum
musrenbang RKPD Provinsidilaksanakan;

c. i nd i ka to r  d a n  t a r g e t  k i ne r j a  p rogram d a n  kegia tan
pembangunan Provinsi;

d. pr ior i tas pembangunan daerah serta rencana kerja dan
pendanaan; dan

e. s inerg i  dengan RKP.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
A X7:1 ( d i



Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal ,67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72 ;
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)

Penyebarluasan Peraturan Gubernur dilakukan melalui media
cetak serta melalui s t ruk tur  pemerintahan sampai t ingkat
terendah.

Ayat (2)
• P e r a n  dunia usaha dan masyarakat dalam penyebar luasan

Perda dapat berupa bantuan biaya cetak dan distribusi

Pasal .74
Huruf a

Yang d imaksud dengan "Program d a n  kegiatan" ada lah
meliputi program dan  kegiatan yang sedang berjalan d a n
kegiatan alternatif atau baru.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Lokasi kegiatan" adalah merupakan
lokasi a t a u  t e m p a t  d a r i  s e t i a p  keg ia tan  y a n g  a k a n
dilaksanakan seperti nama desa/kelurahan, kecamatan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Indikator kinerja" adalah terdiri dari:
a. ind ika to r  kinerja program yang memuat ukuran spesifik

secara kuant i ta t i f  dan/atau kual i ta t i f  hasi l  yang akan
dicapai dari program; dan •

b. ind ika tor  kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik
secara kuantitati f  dan/atau kualitat i f  masukan, keluaran



Huruf d
Yang dimaksud dengan "Kelompok sasaran" adalah memuat
penjelasan terhadap karakterist ik kelompok sasaran yang
memperoleh manfaat langsung dar i  hasi l  kegiatan, seperti
kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi,
gender d a n  y a n g  k e l o m p o k  m a s y a r a k a t  r e n t a n
termarginalkan.

Hurl  e
Yang dimaksud dengan "Prakiraan ma ju"  adalah memuat
kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran
yang direncanakan, g u n a  memast i kan  kesinambungan
kebijakan yang telah disetujui. un tuk  setiap program dan
kegiatan.

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
. Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)

a. Rancangan a w a l  RKPD merupakan a c u a n  perumusan
program, kegiatan, indikator  kiner ja dan  dana indikat i f
dalam Ren ja  SKPD, sesua i  dengan rencana program
prioritas pada rancangan awal RKPD.

b. Renstra SKPD dimaksudkan menjadi acuan penyusunan
tujuan, sasaran,  kegiatan,  ke lompok  sasaran,  l o k a s i
kegiatan s e r t a  p rak i raan  m a j u  berdasarkan p rog ram
prioritas rancangan awal  RKPD yang disusun k e  dalam
rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

c. Has i l  evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya 'dimaksudkan m e n j a d i  a c u a n  perumusan
kegiatan a l te rna t i f  dan /a tau  b a r u  u n t u k  tercapainya
sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya.

d. Masalah. yang  d ihadap i  d imaksudkan men jad i  a c u a n  .
perumusan tujuan, sasaran, 'kegiatan, kelompok sasaran,..
lokasi kegiatan ser ta prakiraan m a j u  da lam rancangan
Renja SKPD dapa t  menjawab berbagai isu- isu  pent ing
terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

e. Usu lan p r o g r a m  s e r t a  keg ia tan  y a n g  be rasa l  d a n
masyarakat d imaksudkan m e n j a d i  a c u a n  perumusan
kegiatan da lam rancangan Renja  SKPD mengakomodir
usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas
yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ar7n+ (.21



Ayat (4)
Pengumuman a t a s  rancangan a w a l  Ren ja  SKPD d a p a t
dilakukan . di dua media cetak lokal selama 1 (satu) bu lan
berturut-turut.

Pasal .78
Cukup jelas

Pasal 79
. Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Pengumuman a t a s  D o k u m e n  R e n j a  S K P D  y a n g  t e l a h
ditetapkan dapat dilakukan di dua media cetak lokal selama 1
(satu) bulan berturut-turut.

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 8,7
Cukup jelas

Pasal 88
CUkup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasa1 90
Cukup jelas

Pastal 91
Cukup jelas

Pasta 92
Ayat (1)

Penilaian a t a s  t i n g k a t  keterdesakan d a n  k e b u t u h a n
masvarakat d i l a k u k a n  o l e h  d i n a s  t e r k a i t  berdasarkan



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pemerintah menyiapkan fasilitas website untuk memudahkan
rumusan masalah lengkap dengan rencana anggaran di akses
masyarakat.

Pasal 93
Ayat (1)

Huruf a
Pendekatan kinerja,bahwa program dan kegiatan yang
direncanakan mengu tamakan  ke lua ran /has i l  y a n g
terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran
untuk melaksanakannya,seeara efektif dan efisien telah
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Kerangka penge luaran  • jangka menengah,  b a h w a
pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan
prioritas pembangunan mempertimbangkan perspekti f
penganggaran l eb ih  d a r i  s a t u  t a h u n  anggaran d a n
implikasi terhadap pendanaan pada tahun  berikutnya
yang dituangkan dalam prakiraan maju.
Perencanaan d a n  penganggaran t e r p a d u ,  b a h w a
pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan
yang direncanakan, merupakan sa tu  kesatuan proses
perencanaan d a n  penganggaran y a n g  ter integrasi ,
konsisten d a n  mengikat,untuk menjamin tercapainya
tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan
daerah.

Huruf b
Pagu indikatif,  merupakan jumlah dana yang tersedia
untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang
penghitunganriya berdasarkan s tandar  sa tuan  ha rga
yang ditetapkan sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf c
Mengacu pada SPM bahwa perumusan capaian kinerja
setiap program dan kegiatan harus berpedoman pada
rencana pencapa ian  S P M  berdasarkan k e t e n t u a n
peraturan perundang-undangan y a n g  d i sesua i kan
dengan kemampuan daerah.

Huruf d
Untuk mensinkronkan antara usulan program hasil reses
DPRD dan Musrenbang. Rekomendasi hasil reses DPRD
tidak dapat dijadikan acuan j ika dilengkapi dengan data
yang akurat.

Ayat (2)
Cukup jelas



Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9)4
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)

Cukup jelas
Ay' at (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Pengumuman a t a s  d o k u m e n  A P B D  d i sampa ikan  k e
masyarakat dengan menggunakan media cetak lokal dan atau
fasilitas website yang disiapkan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemantauan d a n  supervise,.  h a r u s  d a p a t  m e n j a m i n
perumusan:
a. Vis i ,  m i s i ,  a r a h ,  k e b i j a k a n  d a n  s a s a r a n  p o k o k

pembangunan jangka panjang daerah Provinsi, selaras
dengan visi, misi, arah, kebijakan dan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang nasional;

b. A rah  dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
Provinsi, selaras dengan a r a h  d a n  kebi jakan RTRW
Provinsi;

c. A r a h  dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah,
selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka
panjang daerah Provinsi lainnya;



e. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Provinsi,
selaras dengan priori tas pembangunan jangka panjang
nasional;

f. Pentahapan d a n  jangka  w a k t u  pembangunan jangka
panjang daerah Provinsi, sesuai dengan pembangunan
jangka panjang nasional;

g. Di lakukan s e s u a i  dengan  t a h a p a n  d a n  t a t a  c a r a
penyusunan RPJP Daerah Provinsi; dan

h. Has i l  pemantauan d a n  supervis i ,  d igunakan  u n t u k
mengevaluasi d a n  m e m a s t i k a n  b a h w a  p e r u m u s a n
kebijakan peiTncanaan pembangunan jangka  panjang
daerah antarProvinsi,telah mengacu pada RPJP Nasional
dan b e r p e d o m a n  p a d a  R T R W  P r o v i n s i ,  s e r t a
memperhatikan RPJP Daerah dan RTRW Provinsi lainnya.

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemantauan d a n  superv i s i ,  h a r u s  d a p a t  m e n j a m i n
perumusan:
a. v i s i  dan misi  SKPD Provinsi, berpedoman pada visi dan

misi pembangunan jangka menengah daerah;
b. strategi dan kebijakan SKPD Provinsi, berpedoman pada

strategi d a n  a r a h  keb i j akan  pembangunan j a n g k a
menengah daerah;

c. rencana p r o g r a m  d a n  k e g i a t a n  S K P D  P r o v i n s i ,
berpedoman p a d a  keb i j akan  u m u m  d a n  p r o g r a m
pembangunan serta program prioritas jangka menengah
daerah ser ta  memperhatikan h a s i l  ka j i an  l ingkungan
hidup strategis;

d. indikator  k iner ja ,  ke lompok sasaran d a n  pendanaan
indikatif SKPD Provinsi ,  berpedoman p a d a  i nd i kas i
rencana program pr ior i tas d a n  kebutuhan pendanaan.
pembangunan jangka menengah daerah;

e. ind ikator  kinerja SKPD Provinsi, berpedoman pada tujuan
dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan

f. pentahapan pelaksanaan program SKPD, sesuai dengan
pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka
menengah daerah Provinsi.

Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 107
Cukup jelas

Pasa1 108
Cukup jelas

Pasal 109
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
• P e m a n t a u a n  d a n  supe rv i s i ,  h a r u s  d a p a t  m e n j a m i n

perumusan:
a. v is i ,  misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program

pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan
visi, m i s i ,  a r a h  d a n  kebi jakan pembangunan jangka
panjang daerah ser ta pemanfaatan s t ruk tu r  d a n  po la
ruang Provinsi;

b. visi ,  misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, selaras
dengan a r a h ,  k e b i j a k a n  u m u m ,  s e r t a  p r i o r i t a s
pembangunan nasional, arah,  kebijakan, d a n  priori tas
untuk bidang-bidang pembangunan, d a n  pembangunan
kewilayahan d a l a m  R P J M  Nas iona l  s e s u a i  d e n g a n
kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;

c. kebijakan, ,strategi d a n  program pembangunan jangka
menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka
menengah daerah Provinsilainnya;

d. program pembangun.an jangka menengah daerah, selaras
dengan peman faa tan  s t r u k t u r  d a n  p o l a  r u a n g
Provinsilainnya;

e. strategi d a n  a r a h  keb i j akan  pembangunan j a n g k a
menengah daerah Provinsi, mengarah pada pencapaian
visi d a n  m i s i  pembangunan jangka menengah daerah
Provinsi; dan

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJM
Daerah Provinsi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemantauan d a n  supe rv i s i ,  h a r u s  d a p a t  m e n j a m i n
perumusan:



a. v is i ,  misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan
visi, m i s i ,  a r a h  d a n  kebi jakan pembangunan jangka
panjarig daerah ser ta pemanfaatan s t ruk tu r  d a n  po la
ruang kabupaten/kota;

b. v is i ,  misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota,
selaras dengan arah,  kebi jakan umum,  ser ta priori tas
pembangunan nasional, arah,  kebijakan, d a n  priori tas
untuk bidang-bidang pembangunan, d a n  pembangunan
kewilayahah d a l a m  R P J M  Nas iona l  s e s u a i  d e n g a n
kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;

c. kebijakan, ,strategi d a n  program pembangunan jangka
menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka
menengah daerah kabupaten/kota lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah daerah, selaras
dengan peman faa tan  s t r u k t u r  d a n  p o l a  r u a n g
kabupaten/kota lainnya;

e. strategi d a n  a r a h  keb i j akan  pembangunan jangk.4
menengah d a e r a h  kabupa ten /ko ta  menga rah  p a d a
pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah
daerah kabupaten/kota masing-masing; •

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJM
Daerah kabupaten/kota.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasta. 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemantauan d a n  supe rv i s i ,  h a r u s  d a p a t  m e n j a m i n
perumusan:
a. pr ior i tas d a n  sasaran  pembangunan dae rah  d a l a m

penyusunan RKPD Provinsi,  sesua i  dengan program
pembangunan daerah  y a n g  di tetapkan d a l a m  R P J M



b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun
RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program
prioritas yang ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi;

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun
RKPD Provinsi, sesuai dengan pr ior i tas pembangunan
nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau
terkait dengan dua  wilayah Provinsiatau lebih, maupun
pada wilayah perbatasan antar Provinsi/negara;

d. rencana program dan  kegiatan prioritas daerah dalam
menyusun RKPD Provinsi, d a l a m  rangka  pencapaian
sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi,
serta pencapa ian  s a s a r a n  pembangunan  t a h u n a n
nasional; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD
Provinsi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemantauan . d a n  superv i s i ,  h a r u s  d a p a t  m e n j a m i n
perumusan:
a. pr ior i tas d a n  sasaran  pembangunan dae rah  d a l a m

penyusunan R K P D  kabupaten/kota,  s e s u a i  d e n g a n
program pembangunan daerah yang ditetapkan da lam
RPJM Daerah kabupaten/kota masing-masing;

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusuri
RKPD ' kabupaten/kota masing-masing, sesua i  dengan
indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam
RPJM Daerah kabupaten/kota masing-masing;

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun
RKPD k a b u p a t e n / k o t a ,  s e s u a i  d e n g a n  p r i o r i t a s
pembangunan Provinsiterutama program/ kegiatan yang
mencakup a t a u  t e r k a i t  d e n g a n  d u a  w i l a y a h
kabupaten/ kota a t a u  l e b i h ,  m a u p u n  p a d a  w i l ayah
perbatasan antar kabupaten/kota;

d. rencana program dan  kegiatan prioritas daerah dalam
menyusun R K P D  kabupa ten /ko ta ,  d a l a m  r a n g k a
pencapaian sasaran pembangunan j a n g k a  menengah
daerah antarkabupaten/kota, serta pencapaian sasaran
pembangunan tahunan Provinsi; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD
kabu-oaten /kota.



Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 1.27
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemantauan dan supervisi, hares dapat menjamin:
a. indikator  kinerja dan kelompok sasaran, rencana program,

kegiatan, s e r t a  pendanaan i n d i k a t i f  Rens t ra  S K P D
Provinsi, t e lah  dipedomani da lam menyusun indikator
kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana
indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD Provinsi; dan

b. visi ,  misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD Provinsitelah
dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPDProvinsi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Ayat '(1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemantauan dan supervisi, 'harus dapat menjamin:
a. program pembangunan jangka menengah daerah, te lah

dipedomani dalam merumuskan prior i tas d a n  sasaran
pembangunan tahunan daerah Provinsi; dan

b. indikasi  r e n c a n a  p r o g r a m  p r i o r i t a s  y a n g  d i s e r t a i
kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah



Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Pemantauan dan supervisi, .hares dapat menjamin:
a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah.

dipedomani da lam merumuskan prior i tas d a n  sasaran
pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota masing-
masing; dan

b. indikasi  r e n c a n a  p r o g r a m  p r i o r i t a s  y a n g  d i s e r t a i
kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah
daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan
kegiatan p r i o r i t a s  pembangunan  t a h u n a n  d a e r a h
kabupaten/kota masing-maMng.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal :L39
Cukup jelas

Pasta. 140
Cukup jelas

Pasal :L 41
Cukup jelas

Pasal :L42
Cukup jelas

Pasal 143
Cukup jelas

Pasal 144
Cukup jelas

Pasal 145



Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
• Cukup  jelas

Pasal 1158
Cukup jelas

Pasal :159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasai 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas



Huruf c
Perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya
bencana alam, goncangan pol i t ik,  k r i s i s  ekonomi, kon f l i k
sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

Huruf d
Merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan
kebijakan nasional.

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal .167
Cukup jelas

Pasal 168
Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:
a. perkembangan yang t idak  sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah d a n  kerangka pendanaan, pr ior i tas  d a n
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah;

b. keadaan y a n g  menyebabkan sa ldo  anggaran l eb ih  t a h u n
anggaran sebelumnya harus. digunakan untuk tahun berjalan;
dan/ atau

c. keadaan d a r u r a t  d a n  keadaan l u a r  b i a s a  sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 16


